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KATA PENGANTAR 

Yang terhormat : 

Bapak Rektor dan Senat Guru Besar IPB 
Rekan-rekan Dosen IPB, 
Para undangan dan hadirin yang saya muliakan 

Pertama-tama perkenankanlah saya memanjatkan puji syukur 
kepada Allah SVT atas segala rakhmat dan hidayah-Nya secara 
beikelimpahan kepada saya dan seluruh hadinn sehinga kita semua 
dapat menghadiri orasi ilmiah sehubungan dengan pengangkatan 
saya sebagai Guru Besar dalam Ilmu Ekonomi Pembangunan pada 
Fakultas Perikanan dan Dmu Kelautan IPB. 

Pada. kesempatan ini, perkenankanlah saya di depan sidang 
senat gum bew dan hadirin yang saya muliakan, menyampaikan 
orasi ilrniah saya yang saya beri judul Paradoks Pembangunan 
Ekonomi Indonesia dan Perspektif Pembcrdayaan El<onomi 
Rnkyat di Sektor Pertanian dan P e r i l a n  (Vwi serta Amh 
Kebijakan Reformasi &n Restruktrtrkmi Ekonorni 
Indonesirr). Topik orasi ,.ni merupakan kristalisasi dari pemikiran 
saya beberapa tairull teralthir ini. Saya telah sering menyampaikan 
topik seperti ini pada kesempatan yang lain secara terpotong-potong. 
Dalaw kesempatan ini saya ingin rnenyampaikan secara lebii utuh 
walaupun dalam bentuk yang lebih ringkas. 

Saya berharap pandangan yang utuh dan ringkas ini dapat 
nlenjadi suatu sumbangan pemikiran untuk kemajuan perekonomian 
bangsa dalam rangka pernutihan dan kebangkitan kembali ekonomi 



Indonesia, yang lebih memfokuskan kepada pernbangunan dan 
industrialisasi yang berbasiskan sumberdaya dam, khususnya 
pertanian dan perikanan serta kelautan, yang mampu 
tnenlberdayakan ekonomi rakyat dan membangun kelas menengah 
yang besar, sellinga menjadi pilar dalam proses demokrarjsasi 
ekonomi dan politik di abad 21 ini. 

Bogor, 25 November 2000 
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PARADOKS PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA 
DAN PERSPEKTIF PEMBERDAYAAN EKONOMI RAKYAT 

DI SEKTOR PERTANIAN DAN PERIKANAN 
(Ksi  serta Amlz Ke'ebijakan Reformmi dart Restrukhksasi 

Ekonomi Indonesia*) 

Oleh 
Didin S. Damanhui-i*") 

B angsa Indonesia sejak dua tahun lalu mengalami suatu 
krisis ekononli yang terbesar sepanjang sejarah 

perekconomian nasional. Kita masih belwn tahu kapan krisis itu akan 
berakhir dan seberapa besar m a p i d e  dan ongkos krisis yang akan 
dihadapi. Tapi yang dapat dipastikan, bahwa salah satu akar 
penyebab krisis ini terkait kepada sandaran utama proses 
pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang tidak demohatis, 
karena proses tersebut sangat digantungkan kepada bisnis besar 
(kongiomerat) pang pangsa omzet dan asetnya terhadap kekayazn 
nasional (FDB) masing-masing mencapai sekitar 62% dan 76% pada 
saat sebelurn krisis 1997. Akibatnpa ekonomi rakyat b& Fang telah 
mas& ke dalam kelompok produktif. yakni Usaha hc i l  dan 

" Disampaikan dalam Acara Orasi llmiah Pengukuhan Gelar ProfesorIGuru Besar 
Tetap Bidang Ekonomi I'embangunan di Fakultas Paikanan dan Ilmu Kelautan 
Institut Pertanian Bogor (IPB), tanggal 25 Nopember 2000. Terima kasih kepada 
Prof.&. Nurcholish Madjid (ReLTor Universitas Paramadiia Mulya), 
ProfDr.Mulmmad Eidnm (Guru Besar Fakultas Perikanan IPB), Dr.Ir. Khairil 
Anwar Notodipuro dan Dr.Ir.Asep Saefudin yang telah memberikan komentar atas 
teks Orasi ini. Namun de~nikian seluruh tangguniawab p e m h a n  dalam or&i ini 
tetap menjadi tanggungiawab penulis. 

") Staf Pengajar tetap Jurusan Sosial Ekonomi Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan 
IPB. 



Menengah 0, maupun yang relatif rnasih subsisten, yakni sektor 
infonnal di perkotaan dan pedesaan yang jumlah dan persentasenya 
sangat dominan yakni sekitar 70% dari angkatan keja atau sekitar 
70 juta orang, semakin terpuruk. 

Dengan krisis sekarang ini, memang kalangan konglomerat 
tersebut yang langsung terkena batunya yang harus menanggung 
utang dalam dollar yang b e r j d a h  paling kurang sebesar US$ 65 
milyar. Jika sebelumnya dengan kurs per satu dollar sekitar Rp 
2.400, hutang mereka sekitar Rp 156 triliyun atau 35% PDB. 
Dengan kurs sekitar Rp 9.000, berarti utang mereka membengkak 
hampi. 4 kali menjadi Rp 600 fdiyun atau sekitar 80% PDB. I ~ b i h  
kritis la&, mengingat komposisi utang konglomerat tersebut lebih 
dari 50% (US$35 milyar) tidak d i l a k h  'inelcanisme perlindu~gan 
resiio" (hedging). Dengan demikian, merekalah yang nlenjadi 
penyebab utama terpuruknya rupiah sehingga pernah mencapai di 
atas Rp 15.000 pada awal tahm 1998. Dengan jatuh temponya 
utang mereka, kemudian mereka menghamskan membw dollar 
setiap akhir tahun - -  saat mereka rnau melakukan perlunasan utang 
- -  yang pada gilirann~a memicu para spekulator ashg dan domestik 
baik secara ekonomi maupun politik. Dengan demikian: secara 
nasional bangs Indonesia terns menerus berada dalarn 
ketidakpastian, akibat gejolak kurs dollar, sepanjang problem utang 
dan pemulihan ekonomi keseluruhan belum dapat dicapai. 

Rentetan panjang ketidakpastian tersebut adalah sebuah 
nestapa bangs: dmgan P% besar-besaran maka pengangguran 
terbuka dan terxmbunyi berjumlah sekitar 38 juta orang, inflasi 
pernah mencapai 77% tahun 1997-1998, total utang luar negeri 
(swasta plus pemerintah) leb'i dari US$ 150 mily= yang berarti 
lebih dari Rp 1.350 triliyun (sekitar 135% PDB). Dengan be&tu kini 
diperkirakan posisi utang luar &egeri Indonesia tertingS; di dunia 
(terlebih-lebii jika komitmen-seIh bantuan IMIi sejumlah 43 



miliar dollar telah direlisasikan seluruhnya), dan pertumbuhan minus 
(sekitar -14% tahun 1997-1998) dengan segala &at secara sosial 
dan politik. 

Menyadari besaran krisis ekonomi yang telah begitu mendalam, 
berliepanjangan pang hingga kini masih belurn sepenuhnya pulih, 
sesunguhnya dengan begitu semakin meneguhkan kita sebagai 
bangsa, b a b a  proses pembangunan yang akan datang harus 
semakin demohatis. Artinya proses pembangunan seyogyanya 
semaldn bertumpu kepada rakyat banyak @eople centered 
development) '. 

Pemberdapaan ekonomi rakyat sebagai mjud people centered 
d a n .  development merupakan agenda penting yang patht diked-p 

Narnun demikian untuk mewjudkan gagasan tersebut terdapat 
berbagai tantangan baik pada tingkat empirik maupun teoritiik, 
bersifat rnikro maupun rnalao d m  struktural. Dengan kerangka 
dernikian, dalam uraian ini akan dianalisis berbagai tantangan 
tersebut berserta langkah-langkah soluiinya dalam prespektif 
ekonomi politik dan ekonomi pembangunan. 

Lihat Didin S. Darnanhuri, Ekanomi Politik Alternotif- Agenda ReJornmsi Abud 21 
(Sinar Harapan, Jaka~@ 1997) dan Pilar-Pilar Refom~asi Ekonomi-politik (Cides, 
Jakarta 1999); Michael P. Todaro, Economic, Development, Addison Wesley 
Longman Limited, London, 1997; A. Israel Instih~tional Development, Incentive to 
Peglbnnance, A Wodd Bank Publication, 1987; J.P. Lewis dan V.  Kallab Mengkaji 
Ulong Stmtegi-shrtegi Pembangrman, J m  -1987; H .  Chenery and M. Syrquin, 
Pattern ofDevelopment, A World Bank Research Publication, 1975. 



DEKONSTRUKSI PEMBANGUNAN ORDE BARU : 
KRITIK EMPIRIS, HISTORIS-STRUK?ZmiL, 

TEORITIS DAN CATATAN TERHADAP GLOEL4LISASI. 

Tijauan Kritis-Empiris terhadnp Pemban,wan Ekonomi 
Orde Banr 

Mobilisasi intelektual yang pertama kali diiakukan Presiden 
Suharto di awal Orde Baru, terutama berasal dari kalangan ekonom 
yang terkenal sebagai Teknokrat. Hal ini terutama dalam periode 
Rehabilitasi Ekonomi (1966-1969), yakni pada pokoknya dalam 
rangka menyeledan PR (pekerjaan rumah) warisan Pemerintahan 
Soekarno berupa hiper inflasi (&tar 650% pada tahun 1966), super 
langkan~a kebutuhan pokok (terutama pangan, sandang dan 
kebutuhan rumah tangga lainnya -- yang pada waktu itu kelaparan 
terjadi dimana-mana) serta super seretnya tabungan nasional untuk 
investasi dalam rangka menyongsong cetak-biru realisasi dari 
industrialisasi sSstitusi impor (IsI)'. 

Misi teknorat ini terselesaikan dengan sangat men~uaskan 
dirnana idasi pada awal Pelita I tinggal sekitar 10%. Kebutuhan 
pokok rakyat umwnnya dapat dipenuhi. Kemudian IGGI (Inter 
Gouemntal Gmup of Indonesia) -- lielompok negara maju antara 
lain USA, Prancis, Jerrnan, Jepang, dan Belanda -- nlenjanin 
mengalirkan utang luar negeri berbunga lunak dengan jangka 
pengembalian yang panjang, untuk keperluan pembangunan 

* Arif Bud- berpendapat bahwa stmtegi IS1 ini lahir karena dilatnrbelakangi oleh 
pendapat Prebisch setelah menyaksikan kemjangan kekayaan antara negam-negara 
berkembang sang menitikberatkan pembangunannya pada p e d a l  dengan negara- 
negara maju yang berorientasi pada pemhgunan industri &bat dia~utnya Leon 
pembagian keja internasional. Prebisch menyaksikan bahwa temyata nilai tukar 
prcduk &an lebih rendah dari nilai tukar prcduk industri lihat Arif Budiman, 
Teori Pembanguna~ Dunio Ketiga, Gramedia Pustaka Utama;Jakarta, 1996. 



ekonomi secara berkesiiambungans. Begitu pula penanaman modal 
asing (PMA) dari kalangan Perusaham blulti Nasional @KC) 
mengalir. meng;;lgi investasi pang dilakukan oleh pengusaha 
nasional dan alokasi anggaran dari pemerintah4. 

Catatan menonjol dibatik keberha~ilann~a adalah secara anlat 
dirli tanlpak dominasi modal Jepang dalam memanfaatkan strategi 
IS1 @& dalam kerangka utang bilateral maupun keterlibatan ha'C- 
nya) serta lialangan penguaha keturunan dalam kerangka PMDS 
ataupun joint venture dengan kalangan PMA. Yang disebut teralilir 
ini niemang hukan hanya secara sadar dipilih oleh lcalangan hmC 
(ten~tama Jepang) juga menjadi tesis eksplisit dari pemerintah Orde 
Barn b& yaig disarnpakan Soeharto maupun Mereriko Ekuin-nya 
waktu itu Sri Sultan IJmnengk~buwono. Dikatakan bahwa secara 
prinsip, pemban,man di Indonesia mernberikan kesempztan yang 
sama ke~ada  semua ~elaku ekonorni untuk memanfaaikan sernua 
kesempatan sekaligus ingin memanfaatkan semua kelebihan 
pengalaman kenirausahaan dan kemarnpuan modal dari dinamika 
kalangan n7arga keturunan 

Bultan secara kebctulan pula, sejak awal tahun 1970-an hingga 
peristiwa Malari tahun 1974, Soeharto sangat dekat dm banyak 
m e n p a l t a n  penlilciran kalangan yang berasal dari lenlhaga think- 

s Sebagi iluslrasi, misalnl;a menurut M.Darvam Rahsrdjo; di RAPBN 1967-1 970, 
dana gang ini tanyata mrmpakan n,l% dari kebukh:i pembanguniu~ Selama 
Peiita I, rata-rata bantuan luar negeri yatlg dipakai r,~encak~p 70,7% dari anggaran 
pernban,wan, lihat M.Damun Rahardjo, Tmmformasi Ekonomi IndoneMa, Jumai 
Tabu CIDES No. 1 Tahun 1996, hlm.8. 
D a ~ a m  Rahardjo, Ibid., hlm. 4; .... pemerintah mengeluarkan UU PMA dan UU 
PMDN .....Hal ini dilakukan mengingat tipisnya stok modal yang ada dan 
pembentukan modal dalam negeri ..... dibidang imestasi dilakukan p b a g i a n  tugas. 
Pemerintah telutama mengarahkan investasi publiknya ke bidang pernbangunan 
prasamna, sektor pertanian, penggalian sumberdaya alam . . . . p  erintah bekejasama 
dengan modal asing dan menyelenggarakan industri yang dipandang p~l t ing  serla 
menguasai hajat ludup rakyat banyak ..... Sedangkan investasi swas tn.....diarahkau ke 
indushialisasi sehgai pendorong utama pafunbuhan ekonomi. 



tank CSIS yang tampaknya sangat feuorable terhadap lobby-Jepang 
dan terbentuhya Zaibatsu-nya Indonesia mtuk mendukung 
semacam Indonesia incopern& (yang dalam realita ekonomi- 
politiknya populer hingga kini dengan proses konglomerasiOj beserta 

, . kaitan-kaitannya. 

Sementara, yang absen dalam p&an ekonom-teknokrat 
Orba dalam menerjemahkan Ekonomi Soeharto pada awal realisasi 
Pelita-Pelita adalah : (1) tidak dilakukannya 'Lpolitik Industrialisasin 
yang me-set-up sejak awal, tempat UKM dalam keterlibatannya 
secara sistematis untuk realisasi IS1 beserta "Politik Perlindungkya 
" yang cerdas (dibandingkan misalnya apa yang dilakukan Pfahatir 
Muhammad di Malaysia). Tapi lebih dibiarkan berlangsung hampu- 
hampir bersifat laissez-faire (bersifat gontok-bebas) ; (2) tidak 
disusunnya kerangka kombinasi inward-outward looking yang 
optimal yang bukan hanya membangun industri di ddam negeri 
yang protelitif, tapi juga mendorong para pengusaha sejak awal 
untuk menstandarisasi dirinya kepada tingkat efisiensi global (seperti 
kasus sultses Korea-selatan misalnya) dengan melakukan promosi 
ekspor. 

Dengan absennya hal-hal tersebut, yang terjadi adalah gulung 
tikarnya UICZl terutama yang memproduksi usaha sejenis PMA 
(tekstil, minuman, dst.) dan sekaligus awal terjadinya dorninasi dan 
konglomerasi pengusaha nasional oleh kalangan warga keturunan, 

Christianto Wibisono pemah mempopulerkan istilah Konglomerat hrytrl, yang 
diambil dari alam pikir& tradisional-J&a yang menggamb&kan orang yang kayi 
baru lsecara tiba-tiba) bukan karena w b u h a n  van. normal taoi berkat n~ la lu i  
''jalk ghaib". ~ h r i s t h t o  menisbahkan adanya 6 1  modern dal& konglomaat di 
Indonesia, y a h i  lisensi para birokraf nksos kepa& kekuasaul, atau agen dari 
kapitalis MNC (Lihat Kwik Gian Gie M a m  T W O ,  9 Agustus 1986, hal. 88-89. 
Pendapat ini ditegaskan kembali dalam Nisannya di KO.LIPAS, 30, 31 Oktober dm 
22,23 November 1989. Semua tulisan di KOMPAS itu kemudian diterbitkan oleh 
Pustaka Sinar Harapan. 



tapi bersifat "jaggo-kandang" karena produk-produk industrinya yang 
rnahal, terutama jka diukur dengan tingkat harga dunia. Dominasi 
modal asing terutama Jepang serta kaitan dengan cumbuh 
rnelesatnya pengusaha warga keturunan yang berujung begitu 
banyak gulung tikamya kalangan UliM, kernudian berujung pada 
peristiwa Malari (1974). Pasca Malari tersebut, pernerintah 
rnenanggapi secara positif dengan dimodifik&in UU PMAdan PhIDN 
yang lebii mengandung kebijakan ~ribr~misasi yang eksplisit. Tapi 
hashyapun ternyata rnuncul kembali "pola Ali-Baba7' seperti dikenal 
pada pelaksanaan L'Politik Benteng" tahun 50-an. 

Menjadi pertanyan menarik : apa mernang kalangan pribumi 
telah sedemikian sufitnya menembus hambatan kdtural, misalnya 
kwang merniliki mental kewirausahaan. Ataukah terdapat hambatan 
struktural, antara l& terdapat keberpihakan kalangal pengusaha 
asing 'inaupm birokrat untuk memberi peluang yang besar kepada 
kalangm pengusaha keturunan dan sekaligus menciptakan bamkr to 
entry untuk kalanganIJKM pribumi. Ataukah kombmasi keduenya ? 
J& diusut hinggaperistiwa&hk Pelita VI, tarnpaknya yang menjadi 
akar penyebab lebih bersifat srmktural, rneslu faktor kdtural pun 

Pertanyarn yang menarik, rnengapa suatu strate@ IS1 yang 
inefisien dalam kurun waktu satu setengah dasawarsa, tapi ekonomi 
tali kolaps dan tak terkena debt trap seperti pada umumnya banyak 
terjadi di Amerika latin atau Afrika. Hemat saya, ha1 hi karena mash 
tertolong dengan sejwnlah program WPRES, pembangunan 
pertanian dan pedesaan serta politik kredit rnurah dan pelbagai 
reformasi kelembagaan di pedesaan serta untuk kalangan UKM yang 
pada &annya menghasaan kenaikan daya beli rakyat banyak - 
rneski sangat marginal -- secara relatif konsisten. Dengan daya beli 
yang relatif terjaga dari rakyat banyak inilah kernudian hasil-hasil IS1 



walaupun dengan kinerja yang inefesien, namun tetap dibeli oleh 
konsurnen dalam negeri. 

Se~nentara itu, pada periode Pelita I Ihgga akhir Pelita 11, 
cata'tan tentang meningkatnya secara tajarn kemiskinan abmlut d m  
kesenjangan sosial hanyak dilaporkan. Dan ini salah satu faktor 
pemicu terjadinya peristiwa demonstrasi besar malasiswa 1978. 
Pernerinrah pun menanggapinya secara culkup responsif, yakni 
dengan diumwnkannya program "delapan jalur pemerataan" untuk 
Pelita III dan Pelita-Pelita selanjutnya9 Dengan program ini, serta 
juga terpenting denga~ penggalakan pelbagai program INPRES, 
pembangunan pertanian-pedesaan, politik kredit nlurah -- sejak 
and  Pelita I seperti telah disebutkm -- adalah faktor-faktor yang 
dapat rnenjelaskan keberhasilan spektakuler mennrunnya jumlah 
kemiskinan absolut dari sekitar 56% tahun 1970 menjadi sekitar,l2'+/b 
tahun 1996. Jumlal~ nlereka yang relatif telah keluar dari Icemiskinan 
absolut inilah yang & ! y a  gut akses pada pasar dengan ekonomi 
yang bertumbuh tinggi. 

Namun demikian tampaknya yang terjadi bukan teori "efek 
perembesan ke bawah " (bickle down effect), seperti diyaliini oleh 
para ekonom neo-klasik7. Tapi sebuah trickle-up, dimana dcngan 
tingliat daya beli d m  kesejahteraan rakyat banyak tetap terjaga - -  
lewat pelbagai "kebijaksanaan khusus" seperti telah disebutkan - -  
walaupun dengan kenaikan yang hertahan di tingkat subsistensi. 
Merekalah h y a  yang harus rhenyangga suatu pertwm- 
buhan eksponensial masyarakat urban dan sektor modern. Sebuah 

' Lihat Didin S. Damanhui (1997), Pilar-Pilar Rejotnrasi Ekonomi-Polilik, CIDES, 
Jakarta, hlm. 105. 
Menumt Michael P. Todaro, op.cit., hlm. 107; Banyak sekali komponen dari teori 
noeklasik yang hams dipelajari dan duevisi agar dapat diterapkan di negara-negm 
berkernbang. 



"dualisme baru" mewarnai sukses dari perturnbuhan ekonomi yang 
tin@ (sekitar 7%) secara konsisten selama Orde Baru8. 

Pasca runtuhnya komunisme, t u n t u b  globalisasi ekononli 
merupakan tantangan eksternal baru yang dihadapi secara ekotlomi- 
politik di Indonesia, pada waktu itu. Pemerintah ter-jait-accompli 
mtuk melakukan penyesuaian seluruh kebijaksanan ekonomi dan 
polithya dalam rangka memelihara momentum yang tercipta dari 
dinamika pembangunan yang relatif telah tercipta dasar-dasamya. 
Karena itu program deregulasi, debirokratisrisi dan transparansi 
politik mewarnai kebijakan ekonomi politik yang baru awal dekade 
80-an 

Tesis ekonomi dalam era ini adalah menyiapkan aktor usaha 
besar untuk mengahadapi globalisasi. Secara politik tesisnya adalah 
keterbukaan dalam rangka mem-back-up proses deregulasi elmomni. 
Sementara, d u l a s i  secara eksplisit yang bersifat SARA (suku, 
agama, ras dan antar golongan) secara maksixnal ditutup, karena 
clianggap kontra-produktif. Dalam era ini tercatat kemajuan"dalam 
menyiapkan Indonesia mtuk menghadapi perdagangan bebas yakni 
agak berkurangnya rantai perizinan, ribuan item komoditas yang 
diturunkan barnbatan tarifnya, insentif yang memacu ekspor non- 
Migas, bersemangatnya rnengefisiensikan kinerja ekonomi mikro, dan 
setemnyar. 

Menu~ut J. H. Boeke (1953) daloln arti ekonomi masyarakat memiliki tiga ciri, yaitu 
semangat sosial, bentuk organisasi dan tea ik  yang mendomonasinya. Saling 
ketergantungm dan saling kete~kaitan antara ketiga ciri disebut sistem sosial atau 
gaya sosial. Suatu masyarakat disebut homogen apab'ila di dalamnya hanya terdapat 
satu sistem sosial yang berlaku. Tapi suatu masyarakat mungkin memiliki dua 
sistexn sosial atau lebih. Masayarakat seperti itu disebut masyarakat dualistik atau 
majemuk, dalam M.L. Xmgan, The Ecofzoniic ofDe~elopntent andPlanning, Vicas 
Publishing House Lt4 New Delhi, 1983. 
Liiat Kwik Gian Gie, Gebmkkan Suniarlin daiam Analisis Ekofiomi Politik 
Indonesia (Jakarta, PT G m & a  Pustaka Utama, 1995). 



Yang masih dihadapi adalah 11ambatan struktural berupa 
struktur ekonomi rnonopolistik, ekonomi biaya tin@, ketimpangan 
makro (anlar. sektor, antar golongan pendapatan dan antar regional) 
serta sengitnya bertahan kelornpok kepentingan yang anti reformasi. 
Sementara bias pada era ini, terbukti dengan terjadinya alokasi kredit 
Lesar-besaran terlladap segeliniir pen- besar beserta pelbagai 
hak-hak istimewanya, yang pada giluannya menirnbullian proses 
konglomerasi dan konsenbaji ekonomi yang tak berpreseden dalam 
sejaral~, mengirir boom dunia perbankan dan pasar rndal. 

Dengan clitutupnya d u l a s i  SARA secara formal terasa 
kontradiktif kauena berkah ekonomi secara riil justru banyak 
menyangkut problem s w a l  yang bersifat SARk Masyaralcat 
menlane pstuh misalnya tak k g  berani mengunglut-u@ut istilali 
nonpri. Tapi dalarn arti  ekonomi riil, ketimpangan antar golongan 
pendapatan berwujud kepada proses konglomerasi dimana dua ratus 
orang - -  menurut PDBI -- telah tumbuh pangsa pasamya, dengan 
rasio terhadap 1'DB naik dari 20% (1980), 45% (1990) menjadi 58% 
(1993). Sebuah pertumbuhan spektakuler yang dapat menyulut isyu 
SARA ditingkat enlpiris dan akar nunput. 

Ekonomi Rakyat yang dile?mafis dalam Perspektif Historis- 
StrukturnI 

Advoltasi terhadap substansi ekonomi rakyat dalan sejarah 
pasca kemerdekaan sesungdmya telah dirnulai ketika kabinet yang 
dipirnpin oleh Perdana Ment~ri Muhammad Natsir dengan Menteri 
Perdagangannya Sumitro Djojolladikusurno mengeluarkan kebijak- 
sanaan ekonomi yang disebut "Politik Benteng". Yakni sebuah 
advokasi dari negara untuk mengangkat nasib ekonomi rakyat 
dengan mernberikan lisensi untuk melakukan kegiatan ekonomi skala 
besar dalarn rnengimpor berbagai kebutuhan barang-barang yang 
diperlukan, baik berupa barang-barang konsumsi maupun barang- 
barang untuk kegiatan industri. 



Sen~entara itu, secara struktural penjajah Belanda telah 
rnenciptakan undang-undang, yang rnembagi hak-hak kegiatan 
ekonorni dalarn bentuk piramida. Paling atas adalah kegiatan 
ekonorni secara global yang dikuami oleh kalangan pengusaha 
Eropa. Kernudian di tengah kegiata? ekonomi yang sebagian untuk 
ekspor-impor serta kegiatan yang luaq dan besar -mtuk d a y a h  
Nusantara dengan para pelaku pang umumnya berasal dari kalangan 
pengusaha C i a .  Dan paling bawah adalah diperuntukkan bagi 
kalangan pribumi. Yakni sebagai konsurnen dan rnaksiium sekedar 
untuk rnenjadi pengusalta skala mikro di pedesaan. Sebagai 
konsekuensinya tercatat rnisahya, bahwa dari kalangan pengusaha 
keturunan Cina, sejak itu telah rnuncul pengusaha-pengusala kelas 
konglornerat yang rnelakukan kegiatan skala besar, termasuk 
kegiatan ekspor-impor. 

Hasil dari implernentasi politik Benteng tersebut jauh dari 
harapan, bahkan boleh dikatakan gagal. Ini karena yang timbul 
adalah bukannya lahir sebuah lapisan besar para Vrausahawan 
Pribumi. Tapi pada umumnya yang terjadi adalah rnunculnya apa 
yang disebut: "pengusaha Ali-Baba", "pengusaha konco" dan 
"pengusaha aktentas". Melalui rnekanisme perkoncoan antar partai 
yang berkuasa dengan pengusaha pribibumi yang rnerniliki lisensi 
berusaha lantas berkolusi atau bahkan rnenjud lisensi tersebut 
kepada pengusaha keturunan Cina. Karena kegagalan dalam 
implementasi, akhirnya kebijakan tersebut dihentikan. 

Sejak tahun 1959, rnelalui kebijakan yang dianggap dapat 
rnengunbangi dinamika p e n p a h a  Cina, Presiden Sukarno 
rnelakukan kehijakan nasionalisasi perusahaan-permahaan asing 
yang ditransformasikan rnenjadi Badan Usaha Milik Negara 
(BUhGV). Tapi karena ketidaktersediaan kelas rnanajer yang 
profesional dan lapisan wirausahawan yang tangguh untuk 
pengelolaannya - -  akhirnya sebagian besar diisi oleh kalangan 



kalangan nater .  Juga karena terjadinya proses "politisasit' yang 
rnenjadikan perusahaan plat rnerah tersebut sekedar rnenjadi "sapi 
perah" dari kaum biiokrat dan potitisi. Pendek kata, sejarah 
kehadiran BUMN tersebut terlalu sedikit keberhasilannya, dalam arti 
melahirkan kaum wiradlawan pribumi serta pengelolaan yang 
dilakukan secarara efisien dari BUMN tersebut. Fenornena ini 
bal~kan rnasih berjalan hingga sekarang. 

Pada zaman Orde B m ,  dengan rnelimpahnya dana berasal dari 
hutang luar negeri, PMA (penanaman modal asing) dan rezeki 
nornplok Migas (minyak bumi dan gas), kita rnenyaksikan dinakvnika 
yang sangat jauh lebih besar dan cepat lagi dari kalangan pengusaha 
keturur~an C i a  yang memanfaatkan kelirnpahan dana tersebut. Juga 
karena "poli& integrasil' dari pernerintalxin Orba, yaitu memberikan 
kesernpatan seluas-tuasnya -- bahkan secara sadar -- memanfaatkan 
apa yang dianggap kelebihan-kelebihan para pengusaha tersebut 
dalam M kewirausahaan,  eng gala man, kekuatan modal serta 
jaringan usaha (nasional dan global). Itu juga dianggap sebagai 
perwujudan sikap antitesis terhadap "politik isolasi" yang dijalankan 
atas kehadiran pe~ypaha  Cina oleh p e m e ~ t a h a n  tahun 50-an. 

Dalam kebijakm ekonomi selama Orba, pernerinta!lan secara sadar 
atau tidak sadar, telah rnernberikan peluang unhtk rnelakukan 
konsentrasi dan konglornerasi kepada hmya sekitar 200 orang pelaku 
konglornerat yang sebelum krisis rnenguasai sekitar 76% aset atau 
sekitar 63% ornzet ekonomi nasional. Dan dalam prakteknya 
berlshulah proses tmde off Yakni terjadinya alolasi sebagian besar 
sumber-sumber daya nasional baik sumber h~ansial (anggaran pusat 
dan daerah, kredit perbankan, proyek-proyek PMA dan dana yang 
berasal dari hutang l u x  negeri, dst.) rnaupun lainnya (rnanajernen, 
teknologi, informasi, lahan, SDM, dst.) terhadap para pelaku 
b& business dan bersifat mega-proyek. Sernentara untuk para pelaku 
usaha lainnya, yakni sekitar 99,8% dari jumiah unit usaha y a ~ g  
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kepada alokasi kredit rnurah - -  dengan berkesimpulan bahwa 
ekononu rakyat akan berkembar~g secara oto~natis, cukup ha~ya 
dengan memberlakukan rnekanisrne pasar. 

Padallal, jika berbicara tentang mekausme pasar, sesunwhya 
justru ekonomi rakyatlah yang telah terbiasa bermain dengan 
kornpetisi di dalam rnekanisme pasar bebas. S e b h y a  kalYmgan 
pengusaha konglomerat sangat diproteksi dan disuhsidi, b'hlian 
ditarnbah dengan telah. terbiasanya dalam meltanisme KKN. 
Sementara bag kalangan ekonomi rakyat yang amat akab adalah 
kornpetisi yang amat keras dan bebas -- bahkan sangat bebas. Tapi. 
rnereka pada umumnya hanya baru bisa bermain dengan pasar 
dalam skala ekonomi tertentu (kecil dan tradisiond). Padahal kita 
tahu pasar untuk kalangan ekonomi rnenengah dan besar serta 
modem selama pernerintahan Orba telah teroligopolisasi oleh 
kalangan pelaku lionglornerat. 

Dengan d e d a n ,  agar ekonomi rakyat dapat bermain dalam 
rnek~srne  pasar bebas skala rnenengah, besar dan modem haruslah 
terdapat kebijakan penciptaan persaingan sehat dan pemihakan 
(afimatibepolicy) terlebii dahulu. Yakni dalam bentuk antara lain - 
- dengan kebutuhan waktu transisi sekitar 5 sampai 10 tahun -- 
mknegakkan undang-undang anti monopoli, anti mi, reformasi 
birokrasi, dst. Bersamaan dengan itu, proses dernokratisasi politik, 
penciptaan. good governance dan pelaksanaan secara konkrit 
dese&alisasi-dan otonomi daerah seluas-luasnya disadari adalah 
sebagai prasyarat linglcungan strategis yang rnutlak diciptakan. 

Selanjutnya akan dicoba dianalisis secara kritis posisi ekonomi 
rakyat dalam perspektif teoritis seperti di bawah ini. 

Ekonomi Rakyat dalam Paradoks Dua Teori Bessr Ekonomi 

Jika yang dimaksud ekonomi rakyat seperti dalam diskursus 
yang berkembang di Indonesia adalah rakyat yang bergerak dalarn 



Atifitas ekononli usaha kecil, informal, dan tradisiond, maka jum]& 
kesenxuanya mencapai sekitar 99,8% dari s e l d i  unit dunia usaha 
pang berjumlah sekitar 39 juta pada tahun 1998. 

Sepanjang ide-ide yang dapat ditangkap dalam dua teori besar 
ekonomi --sosialisme dengan variannya dari yang ortodoks hingga 
teori ketergantungan; dan liberalisme dengan variannya dari klasik,. 
neo-klasik, keynesian hingga neo-liberal -- tak pernall secara eksplisit' 
dan langsung menjadikan wacana tentang ekonomi rakyat sebagai. 
target pernberdayaan'i 

Sosidsnle ortodoks berbicara tentang 'Mai lebih" (suplrcs 
Ifalue) dalam "moda produksi kapitalis" hasil kegiatan produktif 
kelas b d  yang dieksploitasi secara terorganisasi lewat proses 
kapitalisasi oleh kelas majikan. Keruntuhan kapitalisme yang mereka 
ramalkar~ adalah dalam logka dimana kapitalisme tersebut telah 
sampai pada keadaan terjadinya proses proletarisasi d m  pepemiskinan 
buruh dan rakyat umumnya, pada &annya akan terjadi kehilangan 
sumber utama moda produksi yang mendorong massa untuk 
melakukan 'Lrevolusi" dengan menghancurkan kelas borjuasi. 

Dengan membayangkan keberhasilan perjuangan sosialis, yang 
disebut kepentingan rakyat, ternyata secara kongkrit lemudian 
terdapat hak-hak istirnewa yang diberikan kepada kaum elit partai 
untuk menafsirkan secara totaliter semua hal penting dalam 
Icehidupan negara. Setiap pernbangkangan atas tafs'uan kaum elit 

" L i t  Didin S .  Damanhnri, Dinro~si Ekonotni Politik Pentbexiquati Ekwlomi 
Rakyat, Jumal Ekonomi dan Bisnis Indonesia, Volume 15 No. 1, Jan& 2000. 
Mengenai perbanman sejarah pemildran ekonomi dari dua teori besar dengan 
van'an-variannya dapat dibaca : Hendri Denis, Histoire de la Pensee Economique, 
Presses Universitaire de France, 1983; Alain Samuelson, Les Gmnds Coumnrs de 
la Pensee Economique, Presses Universitaire de Gmoble, 1985; C.E. Halevy. 
Hi.rtoire du Socialisme Eltropeen, NRP, Paris, 1948; George LeGang, La Socialime 
Reformist, Presses Universitaire de France, 1971; Sritua Arief dan Adi Sasono, 
Indonesia: Ketergantungm & K~terbelakrm~an, LSP, Jakarta. 1981; G.D.H. Cole, 
A History Socialist l%ought, London, 1985. 



mta merowtnya &el & & s b k r a t  di Eropra sekalips juga 
ms4stnya k e m p d m  model peran n e p  di m p - m p a  
4 a n g w -  ww. 

fhnudim kalangan Nm-Mu& atau p g a m a  tmi 
ketergmttmgm babima - h u h i - ~ p  n M s ,  atitara 
M&pEW Center d m  &rfeIW&1.?y b& d h  hubt tnp 
internasid matpun antar k e h  di dalm mg&. Ddm lrubmgan 
Elsimetris tcrsebut, y q  terjadi d b  pandangm m e h  dal& 
hubmp k c t e r g m t q p  pemmm baik d& fml d d ,  
manajerial, tekrmlagi, finmial, dst. dari daerah daolatau negara 
yang berada di Periferi (pin&an, yakni negara-negara setiang 
berkernbang, NSB) temadap Pusat (negara-negara industri-maju, 
hZ1M). Dengan demikian pernbangunm, menLnut kalangan neo- 
marxirr, hanya berarti cle~[aprnent of wrdem"ew[pmnt. Mereka pun 
m e r d m  ketidakmungkinan negara non-barat mmjadikan 
dirinya rncnjadi ncpra industri, karma prow kcteryarrtungm itu'? 

la Iiipoteds ini berm1 dai kaum ekonomi polilik b q  baik berm1 dari hum 
"M&s Orkdaks" seperti Paul Bsnn, "Manris-Dm" reperli M c  Gundcr, Samir 
Amin, mrtpun "Liberalist-SWmal~" s q d  Raul Prebiah. IiipX&s ini pmd~ 
dipakoli unUc mgannlisin kasus Indonesia olch Sritua Arid dm Adi %m: 
Indare~la, Kefelergnfungmr, dm Kefcr6ehgan ,  Lembaga Shdi Pembn~~gm, 
1981. 



Meskipun terdapat pengecualian, tapi sistern dunia akan tetap 
mernelihara status quo'3, dimana NSB tetap terbelakang. Jalan 
keluar yang ditawarkan hanyalah pernutusan (delinkuge) hubungan 
negara-negara pinggiran (NSB) terhadap negara pusat (negara 
industri rnaju). Diskwsus ekonomi rakyat lebih tidak jelas lagi 
posisin~a dalam teori ini, dibandingkan dengan teori Marisme 
ortodoks. 

bleskipun sebagai diskwsus teoritik tetap menarik, namun 
popularitas kerangka teori neo manrisrne ini amat rnerosot, karena 
ramalannya pun banyak terbantall. Antara lain telah tejadinya 
kebmgkitan negara dunia ketiga rnenjadi iiegara industri baru (NTB), 
semi industri rnaupm kandidat hTB yang rnakin rnarak. Sumbangan 
NSB dalan~ perdagangan dunia internasional terns meningkat. 
Kapasitas penguasaan teknologi pun bukan hanya terjadi beear- 
besaran, bahkan beberapa negara rndai rnenjadi ko~npetitor dan 
terlebih la@ telah mampu melewati negara-negara industri yang 
lebih ddu  rnajuq4. 

Ketergantungan untuk sebagian NSB mernang tetap penting. 
Tapi sebagian negara lain telah keluar dari perangkap 
lietergantungan, malah beberapa NSR telah menjadi eksportir kapital 
dan teknologi. Babkan Taban kini-telah menjadi pengekspor kapital 
terbesar di dunia. 

Selanjutnya, rnenyan&ut teori kapitalisrne-liheralis~ne, kesernua 
variannya Sdak ada yang secara eksplisit, langsung dan sisternatis 
rnenempatkan elioncmi rakyat dalam target pemberdayaan. Yang 
ada adalah optimisme ampuhnya mekanisrne paear dalam 

l3  a en tang sistem dunia yang tetap mencoba memelihara status qcu dapat di& juga 
penjelasannya di dalamRobert A. Isaak, op.cit., hlm. 24-27. 

l4 Penjelasan tentang kegagalan teori-teori besar dalam menjelaskan pelbagai 
fenomena ekonomi di Asia dapat juga di baca pada Tmri Gagal Menjelaskan 
Fenomena Asia &am Didin S. Damanhe op.cit., hlm. 51 .  



penciptaan kekayaan agregat, efisiensi dalam alokasi sumberdaya, 
akumulasi kapital untuk pertumbuhan dimana hasilnya d i u p a y a h ~  
terdistribusi kernbali kepada pelaku ekonorni yang sesuai dengan 
kontribusinya dalam proses pertumbuhan. 

Jika senrua pelaku ekonomi bertindak rasional. pefect 
knowledge, berrnotivasi rnenciptakan keuntungan dan terhindar dari 
penguasaan pasar tnonopoliscik, rnaiia kesejahteraan rakyat secara 
keseluruhan akan tercapai. Teori Masik berasumsi'bahwa the inoisible 
hand-lah yang menjamin tingkat tingginya kekayaal bangsa. Kaum 
Keynesian dengan rneningkatkan efectiue derr~mand lewat penciptaan 
fill ernployrent denganpublic work bew-besaran Kaum Neo-klasik 
dengan pengaturan jumlah dan peredaran uang yang 
rneminimumkan subsidi dan intervensi negara dalam ekonomi, 
sernbari nlenurunkan pajak serta memacu secara rnaksimal peran 
swasta d m  mekanisme p a w .  Sernua itu adalah tujuan dan 
keyakinan normatif di kalangan teoritisi liberal, yang bisa menjamin 
tercapainya tingkat kekayaan dan ltesejahterzan bangsa yang tu~ggi 

1 
Bd~v.ra walaupun terjadi kinerja ekonomi yang menghasilkan : 

ketimpangar, konnsetrasi, pengangguran clan kemiskinan, itu lebilr ! 

! 
dipalrami sebagai kesalahan tek~us dimana rnekanisnle pasar klxang 
bekerja sernpurna atau terjadinya distorsi pasar. Target tentang 
ekonomi rakyat dalam logka lte sernua pernikiran liberal adalah lebih 
sebagai tujuan fidak langsung, sernisal dengan teori efek peredxsan i 
ke bawah (m'ckle down efict) ). 

Teori-teori tersebut yang rnenjadi arus utama di dunia kini, 
bahkan telah terbakukan dalarn teori rnaho dan mikro dalarn 
pengajaran ilmu ekonomi di NSB, sesimggpbnya sangat westen 
bias. Artinya, teori-teori tersebut akan sangat amp& jika dipakai 
sebagai alat memahami, alat k e b i j h a a n  pembangunan dan alat 
rnernproyeksi keadaan rnas~arakat barat itu sendiri untuk rnasa 
depan, yang notabene lebih merupakan kelanjutan dari tradisi 



ekonomi yang telah terbentuk ratusan tahun. Namun ketika teori 
tersebut diterapkan secara penuh dan tanpa reserve di NSB, bias 
sejarah &an terjadi. Dalam penerapan teori 'tersebut yang telah 
dilakdan NSB pasca dekolonisasi, banyak deviasinya: atau 
kegagalan, atau suah metamorfose meiljadi teori yang lain dari 
&pa. 

Yang disebut pertanla, kita menyaksikan di NSB, bersamaan 
dengan tercapainya tingkat pertumbuhan ekonomi yang tin@, juga 
industrialisasi besar-besaran, tapi t e j d  juga kerniskinan inas&, 
rnemben&al;nya pengangguran kentara dan tidak kentara: 
rnaraknya sektor informal, ketirnpangan yang besar, konsentrasi 
kapital di segelintir orang, tidak terjadinya transfer telolologi dan 
pengetahuan, dst. Sernentara posisi ekonomi rakyat sangat inerosot. 
Ini yang terjadi di kalalgan mayoritas NSB. 

Sedangkan yang chaksud terjadinya metamorfose teori, adalah 
seperti orang-orang barat sen& sering menyebut terjadinya Aszarz 
mimcle, ydui  keberhasilan Asia Fimw dan Tenggara) yang ajaib 
Ini karena penjelasari keberhasilannya tak sepenuhnya bisa dipahami 
logka teori liberal. nleski banyak instrumen ekonomu kapitalis 
rnerekz pergunakan sepenuhnya Hal itu kemudian memnunc&an 
istilah The Capitalist Development State (CDS). pang 
~nendesluipsikan keberhasilan mudai dari Jepang, empat NIB (Korea 
Selatan, Taiwan, Hongkong dan Singapwa), tiga bayi h%3 
(hiland, Malaysia, China) dan akan menyusdberbagai negara Asia 
lainnya dalam klub NIB. 

Dengan dernikian, pembicaraan kerangka teori ekonomi rakyat 
dalam kerangka teori-teori ekonomi besar hampir sulit diternukan. 
Tapi agaknya berbagai teori yang kita kategorikan heterodox': atau 

'' Lit antam lain &lam pagantar UDawam Rahardjo, dalam Didin S. Damanhuri, 
0p .d . .  hlm. xi 
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teori-teori rang rnenyernpal dan diluar dari teori-teori yang besar 
akan banyak kita ternukan yang bisa menjadi theoretical base. 
Meskipun teori-teori tersebut belurn membentuk hdy of krzouiledge 
y&lg kuat dan besar, namun dapat dipakai secara pragmatis dalarn 
memahami, mcnjelaskan d m  meramalkan keadam ekonomi serta 
sebagai instrumen kebijaksanaan pernbangunan di NSE. 

Misahlya yang paling monumental adalah penlikiran Gumar 
Myrdal @ernenan6 hadiah Nobel ekonomi dari Swedia tal1un 1968). 
Ia berbicara penyebab kemiskinan Rakyat Asia Selatal d m  Tengara 
(bertolak belakag dengan ''Adam Smith': yang berbicara tentang 
faktor-faktor determinal dda kekayaan bangsa-bangsa, 1YeaW of 
Nations, yang sangat optimistis). Dan penyebab kenlidinan tersebut 
bagi Myrdal bukan terutama karena kekurangan modal (scperti teori 
lingkaran lemishlannya R a p a r  Nudisc). Tapi karena kekurangan 
gizi datl basic need lainnya. Karena itu yang dibutublmn adalal~ 
pernenuhan kebubhan dasar (sandang, pangan, pendapatan, 
pendidilian dan kesehatan) sebagai dasar pemban,ounan selanjutnya. 
Hal itu disampakan pada t a l ~ u l  1968, hampir sepuluh tahun 
sebelurn ILO (Tnternatbnal labor organization) merekonlendasiian 
pentinpya pemenuhan kehutuhan dasar dan perhatian terhadap 
besarnya peranan sektor inforn~al dalam ekonoini NSB, yang 
disanlpaikal tdlun 19?6. Indonesia mengadopsi strategi pemenuhan 
lcehutuhan dasar tersebut tahun 1978 dalam progarn delapan jalur 
pemerataan". 

asah  sukses Jepai,o a d a l ~ t  sangat tepat sebagai contoh, dimma 
ekono~ni rakyatnya mengalami lernalvl~uran, bersan~a dengan 
pelaku ekonomi rnenengah d m  besar serta dengan tingkat 
ketimpangan yang rendah. Ekonomi rakyat tersebut terdapat &Jan 
kategori industri kecil melalui sistern subkontrak dengan industri 
besar, para petani yang subsidi oleh hasil lcinerja spektakuler 
dari ekspor industri manufaktur, dan kaum b d 1  dengan tingkat 



kesejahteraan di antara yang tertinggi di dunia tanpa hams lewat 
perjuangan kontradilctif dari srrikat buruh tapi lebih rnengandalkan 
negosiasi harian, dst. Ini adalah rnenjadi bagian dari sinergi dalam 
strategi outwant looking dari ekonomi Jepang secara keseluruhan 
dalam konteks ekonomi global. 

Grnudian "bIodel Jepang" ini rnenjadi inspirasi h a t  bagi para 
tetangganya dalam ernansipasiiya via-a-vis dominasi ekonomi barat 
rnelalui apa yang disebut strategi kolektif Asia dalam formasi "angsa 
terbang". Yakni, setelah diawali Jepang lantas diikuti oleh "ernpat 
naga MB", "tiga baji NIBL', mereka rnemanfaatkat~ kemaknluran 
Asia Pasifk vang pada kenyataannya telah rnenjadi kutub 
pertumbul~at~ dan pusat kernakmuran dunia sejak akhir abad 20. 

Sernentara jika Jepang telah xnampu secara spektakuler tidak 
saja rnenciptakan kemakmuran ekonomi nasional yang tertinggi di 
dunia, tapi juga rnenempatkan ekonomi rakyat rnenjadi bagian 
sistematis dari pencapaian kemakmuran bersama s e l h  rakyatnya 
atau bisa kita sebut sebagai "ekonomi kekeluargaan ala Jepang". 
Kcrnudian Korea dan lantas Taiwan, keduanya dikenal sebagai dua 
negara relatif paling merata distribusi pendapatannya diantara 
negara NSB, disamping sukses besar industrialisasinya. Juga Malaysia 
yang tidak jelek n a i i  ekonomi rakyatnya. Sernentara karena dua 
negara dengan size kecil, yakni Singapura dan Hongkong praktis 
efisien dan adil secara makro-ekonomi. 

Tinggal Thailand dan Indonesia yang masih berada di simpang 
jalan ketika kita bicara ekonomi rakyatnya, karena struktur sosial 
yang tirnl3ang dan negara yang berstruktur lernbek (soft state, 

merninjam istilah Myrdal) akibat maraknya korupsi dan inefisiensi. 
Narnun Thailand dalam kehidupan dernokrasi politiknya satu 
setengah dekade berada lebih depan. Sehingga dernokrasi 
ekonominyapun bergeiinding lebih cepat dibandingkan Indonesia. 
Apalagi telah lebih dari dua dekade, Thailand telah rnelakukan 



pengembangal ago-industri dan agnbisnisnya yang praktis terbukti 
mampu menyelamatkan Thailand dari krisis Asia. Bahkan tercatat 
negeri tersebut yang paling cepat mengalami pemulihan ekonomi, 
karena ekonomi rakyatnya terangkat bersamaan dengan kebangkitan 
industrialisasi pertanian'sejak cukup lama. 

Sernentaa di Indonesia, proses demokrasi politik rnemang 
tengah kita saksikan percepatamlya -- dengan segala ekses dan 
"kemarukX-nya -- tanpa terlalu jelas prospeknya dalan~ lrubungan- 
nya dengan dernokratisasi ekonomi dirnana ada jaminan ekonomi 
rakyat dapat menjadi "man di negerinya sendiri" dalam era 
reforrnasi dewasa ini. Lebih menghawatirkk lagi jika kedaulatan 
pengambilan keputusan masih sangat dibayang-bayangi oleh Tuan- 
Tuan dari IMF. Juga paradigma pemikiran teoritik yang mendasari 
penyusunan strategi pembangunan bangsa ini masih amat terdikte 
oleh bias negara-negara maju yang belum tentu 
kornpatibel dengan kebutuhan untuli solusi ekonomi bag bangsa 
Indonesia secara keseluruban. Lebh komplek lagi kenyataannya jika 
kita mernpertimbangkan arah globalisasi yang tak jarang lebih 
meremukkan nasib ekonomi rakyat yang terasa kini di kala 
menghadapi !cisis besar, apalagi prospeknya di masa datang. 

Catatan Kritis Proses Liberalisasi P e r d q n , ~  his 
(Globalisasi) 

Dalam memasuki abad 21 ini, Eta patut mencatat beberapa 
peristiwa . hear yang kiranya akan berpengarub terhadap 
perekonomian dunia termasuk Indonesia, akibat proses globalisasi 
yang sernakin kongkrit. 

Pertama, dengan berakhinlys perang dingin, kccendenulgan 
monolitisme model pembanOpnan yang mendasarkan dirinya kepada 
faham neo-liberal, tampaknya tak didukung fakta enlpiris. Sebab 
yang tejadi lebih mempakan bentuk pluralisme" model-model 



pembangunan yang sesuai dengan kekhasan dayah-wilayah 
ekonomi dan yang dianggap terbaik untuk wilayahnpa tersebut. 
Misalnya kini semakin terkristatisasi apa yang diistitahkan oleh John 
Naisbitt sebagai the Asican Fay -- meskipun karena krisis Asia ini 
seolah-olah banyak yang meragukan tesis Naisbit tersebut, tapi 
kiranya proses penvirnpulannya belum sepenuhnya final -- dimana 
dengan segala karaieristiknya bangs-bangsa di Asia tengah 
menurnbullkan dirinya ke arah model pembangunan tertentu yang 
berbeda dengan model pembanpan Barat. Misalnya, Jepang 
adalah paling and  yang medukttikan keunikan model - . - 
pembangunannya. Juga belakangan, cara-cara Malaysia yang 
menampik bantuan IMF tapi mampu keluar dari krisis dan Thailand 
yang paling cepat pulih karena keunggulan agnbisnis dan 
agroindustrinya. 

&duo, lebih lanju: dari prespektif di atas adalah kita melihat 
liecenderungan c~multipclarisme" yang terdiri dari AS, Uni Eropa dan 
Jepang plus kawasan paling dinamis secara ekonomi, yakni sejumlah 
negara Asia T i  dan Tenggara. Munculnya GATT dan WTO serta 
pengelompokan regional NAFXX, MXA serta APEC, yang secara 
irnplisit lebii merupalan upaya Amerika un tk  meneguhkan 
supremasi ekonomi-politik global, namun karena akibatnya telah 
m&nbuIkan bentuk-bentuk ketegangan baru -- antara lain perang 
dagang antara Jepang, AS dan Uni Eropa - -  maka merebddali 
tuntutan restr&turisasi kelembagaan politik dan ekonomi global 
yang justru semakin mernperlcuat kecenderungan nldtipdarisme 
tersebut. 

Ketigu, kelanjutan dari kedua perspektif di atas, kita mencatat 
juga, bahwa proses dekolonialisasi dunia ketiga yag awahya lebih 
merupakan kemerdekaan politik Lmata, kini memperlihatkan bahwa 
kemerdekaan ekonomi pun semakin tampak dapat direalisasi. 
Momentum ini ditandai oleh : kebanghtan Negara-Negara Industri 



Baru Asia sebelum maupun setelah krisis Asia, fakta tentang 
nailu~ya sumbangan NSB dalam perdagangan dunia, naiknya tingkat 
daya saing beberapa NSB bahkan beberapa diantaranya telah 
tnenjadi pesaing kuat MM (Negara Industri Maju), menjadikan Asia 
T h u r  dan Tenggara menjadi kutub pertumbui~an dunia bersamaan 
dengan bergesernya wilayah kemakmuran dunia dari klantik ke 
Pasfik, dll. Faktor-faktor tersebut ditambah dengan bakal 
tneningkatnya dengan pesat perdagangan dunia aliibat perdagangan' 
bebas &an mernbcrikan dorongan kuat bagi NSB un,tuk 

merealisasikan ke~nerdekaan ekonomi secara lebih penuh. 

Selanjutnya, Liberalisasi Perdagangan Dunia (LPD) yang kini 
telah menjadi kosa kata klasik dan harapan bagi terjadinya 
kemakmuan baru di semua negara di dunia, menjadi pertanyaan 
mnenarik, apakah harapan tersebut me& dasar argumentasi yang 
h a t  bagi semua negara ? 

hlenurut estimasi OECD maupun Worl Bank, bagi sejumlah 
negara di Afrika, Maglueb (Aljazair, Tunisia dan Maroko), Nigeria 
dan ,Indonesia diperkirakan hingga tahun 2003, danlpak LDP 
tersebut justru berdampak menigkan. Yakni masing-masing sekitar 
(ddam milyar US $) : -0,4, -0,6, -1 dan -1,9. Memang secara 
regional, satu-satunya yang bakal mengalami dampak rneru,&an 
addah hanya tu~tuk kawasan Afrika (sekitar US$ -2,6 milyar). Dan 
yang &an p&g memperoleh keuntungan adalah negara-ncgara 
OECD (US$ 187 milyar), yakni antara lain akan dinikmati oleh 
masing-masing (dalam milyar US$) : 71,3 (Uni Eropa), 42 (Jepang), 
38,4 @M14), 27,6 (USA), 6,6 (Canada), 1,9 (~ustralia)'~. 

Dan gamharan tersebut, dapat disirnpulkan bahwa dengan 
LPD di rnasa depan, yang &an paling memperoleh keuntungan 

l6 GATT, OECD Assffung The Effects of The Umguay, Indonesian Busines Data 
centre, GATT& Uruguay Round, 1995 
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adalah anggota klub m1. Baru kemudian kawasan Asia Timw. Dan 
yang akan paling megalami keterpuukan adalah kawasan Afrika, 
yang memang sebelumnya juga dikenal umumnya sebagai kawasan 
paling kurang dinamis dalam konstelasi ekonomi global. 

Sementara untuk Indonesia, jika Eta tidak mengubah kondisi- 
kondisi yang penuh dengan penyakit-penyakit ekonomi yang kronis 
hingga demasa ini yang merugikan keunggulan daya saing 
(wmpetih'ue aduentage), yakni menyangkut pelbagai distorsi ekonomi 
&an politilc bempa cara-cara pemerintahan yang korup (jauh dari 
good govemnm) d m  cara-cara mengelola p e d a a n  yang hanya 
memburu rente yang tak efisien dan sekedar membum perhdungan 
kekuasaan Gauh dari kriteria good mrpomtc gowmnce), maka 
dalam menghadapi prsaingan yang keras dalam arus globalisasi, 
akan sulitlah bag bangsa ini untuk berkepala tegak sebagai bangsa 
bemartabat dalam pergaulan internasional di masa depan. 

Dengan estimasi dampak dari LPD tersebut, krarti tuntutan 
OIB untuk memperbaiki nilai tukar NSB vis-a-vis NIM -- dengan 
adanya GATT dan WI'O -- sarna sekali belun~ mengarnbarkan 
optimisme. Artinya meskipun diperldrakan dengan LPD, bahwa 
volume perdagangan dunia &an menngkat sekitar 12% atau US$ 
745 milyar pada tahun 2002, tapi tanpa diikuti perubahan s tdhu .  
dominansi dalam relasi IVIM Utara dengan NSB Selatan, maka 70% 
dari ekonorni dunia tetap saja akan dikuasai oleh kubu NIM. Oleh 
karenanya, untuk se~nentara wacana globalisasi masih bias terhadap 
kepentingan hegenioni ekondmi-potitik negara maju yang 
dikomandoi secara potitik dan militer oleh USA. 

Meskipun demikian, hikmal~nya barangkali bagi NSB termasuk 
Indonesia, adalah bagaimana isu globalisasi tersebut digunakan 
untuk berbenah ke dalam, yakni yang menyangkut bagai- 
mana merekonstndcsi struktur ekonomi dan sosial dalam 
rangka menghadapi proses globalisasi yang semakin riel. Dengan 



rekonsasi yang dimaksud, kita mencoba memaknai reformasi 
ekonomi pang diperlukan Indonesia. Hal ini karena hingga 
pemerintahan Abduralunan Wallid dewasa ini masih baru terasa 
tekanannpa leb i  kepada refonnasi politik. Maka dengan upaya 
rekonstruksi sosial dan ekonorni tersebut diharapkan akan lebih 
kondusif terhadap berbagai tuntutan baru, dalam rangka mengisi 
proses pernbangunan di abad 21 ini. 



REKONTSRUKSI SOSML DAN EKONOMI IlVWNESIA 
D W  RANGK.4 PEMBERD.4YAA.N EKONOMI RAKYAT 

SEBAGAI PERMTJJUDAN REFORMASI 
DI BIDANG EKONOMI 

Lingh,gm Strategis dari Proses Pemberdayaan Ekonomi 
Rakyat 

Sesungguhnya, semenjak jatuhnya pemerintahan Orde Baru, 
telah tercipta momentum yang relatif kondusif untuk pelaksanaan 
pemberdayaan ekonomi rakyat, sebagai upaya koreksi mendasar dari 
kekeliruan masa lalu. Namun hingga kini, masih belurn tarnpak 
dilalcukan suatupamd&m sh$ yang merupakan prasyarat terjadinya 
proses refomasi ekonomi secara mendasar. Untuk itu kiranya perlu 
memperhatikan cukup banyak prasyarat, yang seyogyanya secara 
simultan dilaksanakan di masa datang. 

I 

Jika kita mengkritisi 10 program pemulihan ekonomi dari 
Menko Perekonomian Rizal Ramli yang sebagian diantaranya 
menyebut-nyebut pentingnya Usaha Kecii dan Menengah, 
Koperasi, sektor pertanian dan kelautan, diharapkan bukan sekedar 

B erikut ini d i a j u h  pemikifan lnengenai reformasi ekonomi 
secara mendasar yang seyogyqa dilakukan bersamaan 

dengan reformasi politik yang relatif tengah berjalan. Sebab, bagi 
rakyat banyak, reformasi politik semata tanpa reformasi ekonomi 
secara mendasar, adalah nonsens. Dan refmasi ekonomi tersebut 
haruslah berarti tejadinya secara kongluit proses pemberdayaan 
ekonomi rakyat. Sebelumnya diuraikan terlebih dahulu, lingkungan 
strategis yang dibutul~kan dalam rangka proses pemberdayaan 
rakyat. 



rnembanghtkan "harapan yang terlarnpau berlebihan", apabila tak 
didukung oleh prasyarat-prasyarat yang rnenyertainyal'. 

Penutis mencatat dimping kebijakan ~nemberilian akses 
kepada kredit murah dalam bentuk Kredit Ketahanan Pangan (T(KP) 
yang tengah diberikan peinerintah dewasa uu, patut pula 
dilaksanakan dan setidaknya disiapkan upaya-upaya yang lebih 
kornperhensif, antara lain sebagai berikut: 

Pertam% Marketisasi ekonomi dan rehabilitasi sektor riil yang 
rusak akibat berbagai distorsi yang tercipta selarna pemerintahan 
Orba. Diantaranya perlu segera pemerintah mengefeloifkan 
penegakan hdmn dari implementasi UU anti Monopoli dan 
Persaingan tal; sehst dengan Peraturan Pernerintah (PI')-nya agar 
dapat dilakukan koreksi struktural secara lebih efektif terhadap 
segala bentuk distorsi pasar yang kini rnasih rnembelenggu. Juga 
diperlukan upaya rnereview dan rnembatakan semua Keppres 
sernasa Preside11 Soeharto dan berbagai peraturan lainnya (menurut 
rnasyarakat transparmi Indonesia /MTI lebih dari 100 Keppres) 
yang rnengandung unsur-unsur penyalahgunaan wewenang yang 
telah menimbulkan distorsi-distorsi terhadap herjalannya mekaGsrne 
pasar. Dengan bejalaixlya rnarketisasi ekonomi yang rnaksiial, 
rnaka upaya pemberdayaan ekonomi rakyat &an jauh lebih efektif. 

Wua, penciptaan pemerintallan yang her& dan efisien (good 
gouenzance). Antara lain dengan rnempercepat kejelasan nasib 
pengadilan terhadap mantan Presiden Soei~arto, dan berbagai kasus 
KECN "Orde-Bau-gate" seperti diamanatkan olen icetetapan MPR 
tahun 1998. Juga kasus-kasus lain pasca Orde Baru. Intinya ban@ 
ini hams mampu keluar dari lumpur ke t e rpdan  moral, ekonomi 
dan politik &at masalah yang maha kompleks sebagai bangsa yang 

" Sepuluh Program Menko Perekonomian Rim1 Ramli &pat dilitiat pada Hon'm 
Komps, 9 September 2000. 
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dalam persepsi intemasional Indonesia diternpatkan sebagai salah 
satu negara terkorup di dunia. 

Selanjutnya, rnendesak pula dilakukan program rasionalisasi 
pegawai negeri yang di satu pihak jumlahnya terlalu besar dan 
kurang profesional, tapi di lain pihak tingkat kesejahteraannya sangat 
rendah. Hal ini arnat nlengganggu upaya penciptaan birokrasi yang 
bersii, profesional, clan efisien yang pada ghannya amat 
rnengganggu pula pelayanan publik dalam rangka pemberdayaan 
ekonomi rakyat. 

Ketiga, pernberdayaan ekonomi rakyat bukan berarti sekedar 
"mengurus yang kecil-kecilCL. Oleh karenanya, dalam jangka panjang 
harm terdapat program sisternatis untuk rnenurnbuhkan "kelas 
menengah yang besar" yang secara ekonomi rnereka sehat, rnandl, 
dan efisien. Juga secara politik bersifat independen yang selalu korsen 
untuk rnengembangkan uKM; koperasi dan sektor informal Dengan 
demikian rnereka diharapkan dapat rnenjadi jangkar dari proses 
dernokatisasi ekonomi dan politik dalam rangka penciptaan 
rnasyarakat rnadani. Kelas menengah yang besar tersebut juga 
diharapkan dapat rnelahirkan kelas pengusaha besar, tapi yang selalu 
berusaha menciptakan kaitan kedepan dan kebelakang, dalam 
rangka rnengembangkan berbagai skema kemitraan sejati yang s&g 
rnenguntungkan. 

Seianjutnya, perlu dianalisis juga bagaimana perspeL*f 
ekonomi rakyat dalan konstruksi rnasyarakat rnultipartai yang 
rnenjadi dasar dari pembentukan "rnasyarakat rnadani" (civil 
society). 

Ekonomi Rakyat dalam Kerangkn Skenario Pembentukan 
Mosytvakat MuItiparQi 

Kita catat, p e k u  tahun 1999 telah rnenghasitkan 'inasyarakat 
rnulci partai" yang akan rnembedakan secara diametral antara 



masyarakat dengan "partai dominan" (bahkan hakekatnya 
merupakan "partai tungal") semasa Orba. Selanjutnya, menjadi 
pertanyaan, bagaimana prospek pernberdayaan ekonomi rakyat 
dalam kehidupan rnasyarakat multipartai tersebut. 

Menurut hemat saya, terdapat setidaknya tiga skenario dimana 
ekonomi rakyat dapat berkembang dalam kehidupan masyarakat 
multipaitai yang demokratis, termasuk terjadinya mehisme pasar 
yang seha:. 

Pertarnu, skenario 'hasyarakat pasar bebas" free market 
society). dimana pembentukannya telah didahului oieh proses 
"deideologisasi" dan mempakan rnanifestasi penciptaan masyarakat 
teknokratis, yakni masyarakat yang telah mencapai kapada tingkat 
yang relatif homogen, rasional dan "behas nilai" dengan peran 
P E K  yang sangat rnenentukan. Dalam masyarakat ini, peran nilai 
(apalagi d a i  hadisiond) relatif sangat terbatas, dengan contoh 
besamya adalah masyarakat Amerika dengan sistem drri partai, yang 
secara historis tak niemiliki "bebar1 sejarah" karena mereka dibangun 
tanpa kompleks masa lalu (feodalisme, warisan nilai tradisional, 
dst).18 

Dengan skuktur dan budaya yang demikian, penciptaan 
rnasyarakat demokratis, rasional, peran minimum negara, sekuler 
serta berlakunya suprernasi hukum yang disertai peran IPTEK yang 
spektakuler - yang menjadi dasar terjadinya masyarakat pasar bebas 
- sangat kondusif darl menjadi contoh bagi negara berkembang, 
temasuk dalani mengembangkan UKM yang merupakan manifestasi 
semacam model &mberd&an . .ekonomi rakcatnya. Namun 
demikian, adalah tak mudah diikuti negara lain yang memiliki 
keterkaitan dengan masa lalu yang kental, seperti Indonesia dimana 

l8  L i t  Didin S. Damanhuri., opdt., &lam J U  Ekonomi dm Bisnis Indonesia, 
Volume 15 No. 1, Jmuari 2000. Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada. 
Yogyakarta, hlm 49-51. 



peran agama-agama serta nilai-nilai tradisional yang sangat kuat 
disertai dengan tingkat pluralitas yang sangat besar. Hal itu baik 
secara vertikal (tingkat pendapatan, pendidikan, kesadaran politik, 
dst.) maupun horizontal (Jawa-luar Jawa, agama, ras, antar 
golongan, dst.) yang tentu saja akan sangat mempengaruhi dalam 
menentukan pilihan terhadap model pengembangan ekonomi paw,  
termasuk untuk pengembangan ekonomi rakyatnya. 

Kedrta, skenario mayarakat dengan model mpitalist 
development state atau state led development dengan contoh 
terkenalnya Jepang. Mekanisme pasar dan selttor swasta berjalan 
dengan sehat tapi setelah negara (yang bersih dan efisien) 
menetapkan tujuan jangka panjang (dalam pelbagai strategi untuk 
menguasai pasar global). Jadi antar negara, swasta dan elemen 
lainnya lebii cendemg bekerjasarna -- seperti yang terkenal dengan 
ungkapan Japan inmponzted -- tanpa menimbullcan ekses yang besar 
untuk timbulnya KKN. Sementara nilai-nilai agama dan nilai-nilai 
tradisional menjiwai proses manajemen ekonomi sehingga bagi orang 
barat terlihat sebagai sangat orisimal. 

Dari konstruk sosial yang demikian, ekonomi rakyat sangat 
berkembang melalui peran negara dan pasar secara sehat dan 
seimbang, dengan bentuk-bentuk kemitraan sejati yang terkait 
dengan konglomerasi (Zaibatsu, Keindem). Meskipun demikian, 
secara makro, struktur distribusi pendapatan masyarakat Jepang 
termasuk salah. satu terbaik di dunia. Indonesia Orde Baru 
sesungguhnya terobsesi .in+ menerapkan model Jepang (yang 
memiliki partai dominan LDP) dengan kekuatan Colkarnya. Tetapi 
karena tingkat KKN dan distorsi pasamya ya* b e w  disertai proses 
politik yang otoriter, maka akhirnya kebangkrutan ekonomi dan 
politiklah yang terjadi. 

Kisah sukses Jepang tersebut sangat tepat sebagai contoh dirnana 
ekonomi rakyat yang terdapat dalam kategori industri kecil melalui 



sistem subkontrak dengan indushi besar. Juga para petani yang 
disubsidi oleh hasil kinerja spektakuler dari ekspor inciustri 
manufaktur. Ditambah lagi kaum buruhnya yang memiliki tingkat 
kesejahteraan diantara yang tertinggi di dunia tanpa harus lewat 
perjuangan kontradiktif dengan kelas majikan. Tapi mnereka lebih 
mengandakan negosiasi harian. Semua itu menjadi bagian dari 
strategi yang sinergis dari pola pembangunan yang bersifat olrtwad 
lookkg dari ekonomi Jepang secara keseluruhan d a h n  konteks 
ekonomi global. 

Ketiga, skenario ciu2 society ala Erppa Barat dan Utara, 
walaupun serng para ahli mengliategorikan Eropa Kontinental 
sebagai manifestasi dari masyarakat sekuler. Tapi sesunguhnya 
agama, nil& lama dan aspirasi idiologis telah terintemalisasikan ke 
d2am "sistem multipartai". ~ e h i d i ~ a n  masyarakat demokratis 
dengan banyak partai berbarengan dengan berfungsinya ekonomi 

yang dikondusifkan oleh proses otonomitas peran masyarakat 
dengan diwjudkannya melalui peran swasta, koperasi, serikat buruh 
industri, yang mellampung kepentingan pelbagai aspirasi petani, 
nelayan, dan buruh industti se~ta gerakan koperasi. Dengan 
dernikian ekonomi rakyat te jarnin kepentingannya secara struktural, 
karena semua partai politik memiliki kaitan sistematis dengan unsur- 
unsur petani, nelayan dan buruh industri serta gerakan koperasi. 

Jika melihat antusiasme dunia perpolitikan di Indonesia pasca 
Pemilu tahun 1999, tampaknya secara ideal akan berkembang 
kearah pengembangan model masyarakat multipartai ala Eropa. 
N a m ~  demikian, adalah terlalu dini membandingkan kemungkman 
realisasiiya dalam waktu dekat, mengingat tingkat kesadaran politik 
masyarakat Indonesia yang belurn matang, tennasuk kesadaran 
politik untuk mengorganisasikan kepentingan ekonomi, dari unsur- 
unsur ekonomi rakyar yang mash h a w  mengalami proses 
pendidikan politik yang cukup panjang. 



Dari ketiga skenario itu, kemunglunan yang akan terjadi 
tampaknya bisa tetap menguat kembali upaya perwujudan model 
Jepang, tapi dengan pemerintahan dan biiokraimya yang telah 
direformasi sehingga tercipta good p v e m c e .  Atau model awal dari 
ker-a mas~arakat rnulti partai ala Eropa. Atau bisa jadi 
mempakan kombinasi keduanya. 

Selanjutnya secara Iebih khsusus &an diuraikan perspektif 
pernberdayaan ekononu rakyat di sektor pertanian dan perikanan, 
mengingat praktis mayoritas ekonomi rakyat bergerak di sektor 
pertanian dalam arti luas temasuk di ddamnya sektor perikanan 
dan kelautan. 

Perspektif Pemberdayaan Ekonomi &kyat di Scktor 
Pertanian 

1. Tinjauan Kritis Pembangunan Pertanian di Masn Orde 
Baru 

Strategi pembangunan masa Orde B- sesung&nya bukanlah 
semata-mata didasarkan p w t h  model seperti =ring secara 
stereotype dikemukakan oleh banyak orang. Yang lebih hati-hati 
dapat disimpulkan, bahwa yang paling kental adalah pendekatan 
prapatisme dan brmd base spectrum stmtegy dimana beherapa 
macam strategi sekaligus dipakai. Tetapi memang grand-stmtegy 
yang memayunginya adalah dalam rangka mencapai pertumbuhan 
ekonomi yang tinggi. 

Akibat negatif dari prapatisme dimana pwth-grand-stmkgy 
dikedepanka~, antara lain rnenyangkut ke*senjangan sosial ekonomi 
baik antar wilayah, antar kelompok masayarakat maupun antar 
sehtor. Masalah kesenjangan antar sektor (pertanian dan indusbi) 
adalah rnenyangkut perbandingan nilai i d a r  yang lebih banyak 



memgikan kalangan petani dan sektor pertanian secara luas pada 
umumnya. 

Dalam periode pembangunan pertanian Orde B m ,  terdapat 
dilema besar, di satu pihak adanya keharusan rnernpertahanhan 
swasembada baas dengan term menjerat petani berada di kotak 
antam Joor dun ceZIkg p&-nya BULOG, tapi di lair1 pihak 
terdapat kewajiban mtuk mensejahterakan petani. Yang disebut 
terakhir, berarti kepada para petani hams diberikan kebebasan 
melakukan transaksi dengan mata dagangannya dengan harga yang 
men,gmtungkan sesuai hukurn permintaan d m  penawaran. Juga 
berarti terdapat kebebasan bagi rnereka menanam kornoditas apa 
saja yang dianggap paling rnenguntungkan sesuai dengan 
perkembangan pasar. Lebii jauh, para petani kita juga berkak 
rnernperoleh informasi tentang permintaan pasar dunia (dalam dan 
luar negeri) dari produk pertanian apa saja yang dapat mereka pasok 
secara rnenguntungkan. Dengan demikian para petani ini hams 
digeser orientasinya dari sekedar rnengejar mencapai produksi yang 
tinggi @duction approach & supply driven) rnenjadi berorientasi 
pasar dalam rangka rnensejahterakan d i y a  (welfirre approach & 
market drcuen). 

Problematika di atas setidaknya rnenlbawa kepada suatu 
Hipotesis bahwa paradigma pembangunan di Indonesia mas21 
dibayang-bayangi oleh s u m  stories Jepang, yang ddam periode 
sangat lama petaninya dibiarkan sebagai penyangga sukses sektor 
lain. Yakni, hasil dari sukses ekspor produk industri manufa1~tur 
negara rakasasa tersebut, kernudian sebagian dipakai untuk 
rnensubsidi sektor pertanian. Meskipun dilihat dari segi harga 
misalnya sangat tidak kompetitif (harga beras Jepang termasuk 
diantara tertinggi di dunia). Tapi karena tingkat kesejahteraan 
rnasyarakat Jepang termasuk tertinggi secara rata-rata di dunia, 



maka keadaan petaninyapun akhirnya dapat menikmati tingkat 
kesejahteraan yang tinggi. 

Pertanyaannya bagi Indonesia adalah setelah melewati 
swasernbada beras, ekonomi konglomerasi hingga era pasca orde 
baru, keadaan petani kita seolah tetap saja rnasih terus sebagai 
penyangga perhunbuhan sektor industri. Sementara, j i a  
mernbandin* dengan skenario seperti di Jepang dimana para 
petaninya pun akhirnya memperoleh kesernpatari menikmati 
kesejahteraan, rnasih belwn terbayangkan ' sampai kapan dapat 
terjadi di Indonesia. Tampaknya dari segi ini, patut dipertanyakan 
pernberlakuan skenario sukses Jepang yang notabene sangat miskin 
sumber daya dam - -  lalam hal pertanian sebagai penyangga sektor 
industri - untuk dipertahankan sebagai strategi besar pernbangunan 
di rnasa datang. 

Kasus suksesnya swasembada beras nasional, tidak lepas dari 
peranan Bulog yang salah satu tugasnya sebagai stabilisator harga 
beras dengan instnunen pengaturan harga dasar dan harga pagu 
floor and ceilling price). Sementara patut diungkapkan kernbali 
setidaknya terdapat tiga rnasalah mendasar yang rnelatarbelakan@ 
kebijaksanaan tersebut. 

Pertarna karena beras bagi Indonesia telah kadung menjadi 
ko~noditas bukan haqa  bersifat ekonomis, tapi sekaligus politis. 
Pada masa lalu, terutama dalam dasawarsa 1950-an, kegagalan- 
kegagalan menangani bsras &an menjatuhkan sebuah kabinet. 
Misalnya Minet  Wopo  (April 1952 - Juli 1953) karena gagal 
mengatasi rnasalah perberasan, maka jatuhlah kdiietnya. 

Kedua, dimana beras sebagai komponen terpenting dalam 
intlasi. Bahwa negeri ini sangat d$antui oleh kegagalan 
peme~tahan Orde Lama, dimana pemah tejadi suatu spiml and 
hyperinflation yang berpuncak kepada kejatuhan peme~tahan 



Soekarno, bersamaan peristiwa Gestapu-PKI, juga karena krisis besar 
ekonomi termasuk intlasi mencapai sekitar 650% pada &I$ 

p e m e r i n t h y a  tahun 1965. Lebi kongkrit lagi implikasinya bagi 
rakyat banyak waktu itu, adalah amat sulitnya memperoleh 
kebutuhan pokok, terutama beras, dengan lingkat daya beli d m  
kesejahteraaunya sedemikian rendahnya sehingga Indonesia pemah 
dikategorikan sebagai salah satu negara termiskin di dunia dengan 
kelaparan dimana-rnana. 

Masalah mendasar ketlg" adalah dengan penduduk besar 
keempat terbesar di dunia. Indonesia dalam Lwun w&c sekian 
lama pemah menjadi impotir terbesar di dunia dengan segala 
konsekuensin~a terhadap pengurasan devisa serta perekonomian 
pada mumnya. 

Maka setidaknya dengan ketiga masalah mendasar tersebut kita 
dapat memahami kenapa peme~tahan Chde Baru bahkan hir~gga 
Gni tetap berobsesi menempatkan swasembada beras sebagai salah 
satu top-priody ddam program pembangunannya. 

Persoalannya adalah bahwa setelah swasembada berm tersebut 
tercapai dalam sekitar satu setengah dasawarsa pemerhhan Ckde 
Baru, tingkat kesejahteraan relatif petani dibandingkan sektor lain 
tidaklah bertambah baik. Antara lain dengan melihat N'dai Tukar 
Petani (NTP) yang urnunya menurun atau setidaknya stagnan. NTP 
tersebut pengertiannya adalah sebagai pengdcur kemampuan tukar 
prcduk pertanian yang d i h a s h l  petani terhadap barang atau jasa, 
baik untuk konsunsi maupun untuk keperluan memproduksi prod& 
pertanian. Atau secara lebih teknis bahna NTP tersebut dihitung 
berdasarkan perbandingan atau rasio indeks harga yang diterirna 
petani terhadap indeks harga yang dibayar. 

NTP tersebut me~~unjukan bahwa dari tahunl976 hingga 1985 

. . secataktnsisten menurun (dari 113 hingga 8'7). Juga sejak 1989 



hingga 1994 secara konsisten men- (dari nilai 117), terutama 
anjloknya selama dua tahun, yakni tahun 1993 dan 1994 menjadi 95 
dan 98. Apalagi kalau dilihat secara parsial, misalnya dayah  pulau 
Jawa sebagai wilayah yang mempunyai lahan subur dan 
keterampilan petani y ~ g  tinggi juga mengalami p e n m a n  dari 
111,3 pada tahun 1987 terus turun sarnpai tahun 1992 menjadi 
sebesar 99,l .ls 

Kimudian dari segi pendapatan secara total per tahun, bahwa 
pada tahun 1990 pendapatan rata-rata mereka adalah sebesar 
683,020 rupiah atad sekitar 370 US $. Untuk sumber pendapatan 
berasal dari tanaman pangan secara rata-rata lebi, yaitu 563.371 
rupiah atau sekitar 305US $, jauh dibawah pefidapatan perkapita 
nasional untuk tahun yang sarna, yaitu sebesar 600 US $. Sementara, 
situasi distribusi pendapatan, kita dapat mengambil ilustrasi dari 
hasii penelitian di pedesaan Jawa Tengah pada tahun 198711988 
menunjukan gejala yang timpang dan sangat timpang (dengan GIN1 
ratio antara 0,45 hingga 0,51).= 

~e t&an ganibaran diatas dapat kita simpulkan, bahwa 
keberhasilan swasembada beras sebagai salah satu simbol 
keberhasilan pernbangunan pertanian Orde Baru -- dengan 
pendekatan produksi -- tidak diikuti oleh keberhasilan dalam 
meningkatkan kesejahteraan petani produsen. Bahkan dapat 
dikatakan bahwa para petani dan sektor pertanian kita b m  
dijadikan sekedar penyangga pertumbuhan sektor lain terutama 
szktor industri. Atau lebih konkrit dan jelas lagi, berarti sektor 
pertanian telah menjadi korban dari 'pembangunan sektor lainnya 

Lihat Didin S. Damanhuri, h r  Problentatika Ekatomi Politik Perfmian darr 
Upayo Peningkatan Kesejahteman Petani, Jumal Ekonomi dan KENS Indonesia 
(JEBI), Edisis Oktober, Faknltas Ekonomi U~versitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 
Volume 15, no. 4 Th. 2000. 

* Ibid. 



(industri) yang temyata belakangan tercatat berjalan tak efisien 
karena hgkat kebocorannya yang tinggi, seperti telah diuraikan di 

Salal~ sat11 yang menjadi penyebab dari pertimhangan 
dipertahankannya petani dalam ketidakbebasan dalam nlenikmati 
harga pasar (yang sesuai dengan hukum permintaan dan penawaran) 
dan dalam menanam komoditas lak selain beras yang paling 
menguntungkan adalah utarnanya karena harga beras telah hampir 
"dimitoskanVsebagai pemicu idasi. Tapi marilah Idta periksa, 
asumsi yang berlaku di kalangan pengambil keputusan selama Orde 
Baru. Jika dihitung secara rata-rata, bahwa dari tahun 1968 hingga 
1996, kandungan inflasi dari yang paling besar hinga yang paling 
kecil penganrhnya dari empat kelompok pengelman - setekab 
dihitung denow metode skoring : (1) Aneka Barang dan Jasa rata- 
rata sebesar 16,01 (2) Perurnahan rata-rata sebesar 14,25 (3) 
Sandang rata-rata sebesar 14,18 (4) Makanan rat-rata sebesar 
14,ll. Artinya, bahwa makanan menempati posisi terendah 
kontribusinya dalam rata-rata laju inflasi selama kurun waktu 29 
tahun." 

Kernudian jika dianalisa lebill tajam lagi, bahwa diantara 12 sub 
kelompok makanan, ternyata dari segi indeks harga konsumen 
gabungan 27 kota antara tahun 1985 hingga tahun 1995 secxa rata- 
rata, bahwa sub-kelompok padi-padian menempati rangkng 
terendah yakni sebesar rata-rata hanya 171,OQ. Sementara yang 
tertinggi adalah sub-kelompok daging dan had-hasilnya yakni rata- 
rata sebesar 239,41. Artinya, bahwa diantara empat kelompok besar 

-- 

a ibid, dihitung sendiri deogan Metode Skoring berdawkw data-data time series dari 
tahm 1968-1996, BPS, 1997 
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pengeluaran, penganih kelompok rnakanan terhadap tingkat inflasi 
'secara kumulatif menempati rangkmg terendah. Kemudian ternyata 
diar~tara 12 sub kelompok makanan , padi-padian juga menempati 
pengaruh paling rendah terhadap tingkat inflasi yang terjadi.a2 

Dengan pengarnatan tersebut berarti kekuatiran yang berlebihan 
terhadap perkmbangan harga beras sebagai pemicll inflasi terbesar, 
agaknya kurang diduicung oleh falkta empiris. Dengan demikian, Eta 
jangan rerlalu mendrmatisasi gejala kenaikan beras jebagai surnljer 
erEmy ekonomi. Pad&al seperti telah dikemulcakan di atas; bahwa 
dengan kenaikan harga, &an dapat menjadi salah satu kemnngkinan 
agar petani produsen dapai menikmati kesejahteraan. 

Disamping juga, kenaikan harga beras tersebut dapat menjadi 
perangsmg berproddksi bag para petani yrag sangat dibuhhkan 
srrtd; rnempertah%?ca3 swa-sedada beras itu sendlri. Meskipun . . 
a s ta  masikii hares memperlut~u~gkan efek-efek 
psil~ologisnya~ bi?;;a dmga;. kenaikiil: hsga  beras yacg tild;. 
tir!renCa?i Gapat meiricu ~ i j i . ' z ~ I  mnj7ution yang ~ifatnya Oenzundfif!. 
I-Ial iri n;uiii eda h&ungax~ya d e n p  e a m a  psii<oiogs nyasa I?.lu 
( z m m  &de Larnaj yw.g mad1 belun Umg, yang pengw.d~a~c 
ticid dapat diznggap enteng. Zkri ~?~ulail k:iranjja Era dapat 
meinahmni dileina berat )rang Jdadapi para pengambii kepulxscun.. 

I<mm demitdar~ luta perlu mencoba uniuk memikirlca~~ teas  
upaya agar bagain~ana para petani produsen liita di masa datm,?:, d m  
dalarm era g!obalisasi yang se:nakin real, tetap dapai mixnil-ah 
tingkat kesejahteraan yang cukup. Dibanab ini dicoba unul; 
meiontarkan beberapa gagasan. 



3. Menyerang Sumber I n h i  Non Beras serta ber- 
Sumber Distorsi Pasar dm Upaya Marketisasi Ekono~ni 

Jika hta kernbali rnengamati data indeks harga yang dip& 
sebagai dasar pengukur inflasi, bahwa terdapat pelbagai kornoditas 
pang tinggi surnbangannya terhadap tingkat inflasi yang jusim 
sbuktur pasarnya rnengandung sifat yang rnonopolistik/monop- 
sonistik yang menjadi akar terjadinya distorsi pasar dan high cost 
emnomy. 

Pertarno, dalam kelornpok aneka barang dan jasa -- sebagai 
penyumbang terpenting ke-1 -- terdapat sub kelompok transport&i 
dimana pasar otomotif rnisalnya dikenal penuh dengan distorsi pasar 
yang menyebabkan harga-harga kendaraan be&otor umumnya 
sebagai paling mahal di dunia. Yakni, harga di dalam negeri lebih 
mahi dua, tiga b a l h  h a  Ldi lipat dibandingkan pasaran l u x  
negeri. 

Kedua, yang mas& kelornpok perurnahan yang rnerupakan 
rangking-2 penyumbang inflasi, terdapat sub-kelompok "biaya 
tempat tinggal" dimana semen terdapat di dalamnya. Dan kita telah 
rnenyaksikan bagaimana s t r u k t u r  rnonopoli, oligopoli, tataniaga 
bahkan kartelisasi (atas nama asosiasi) dalam pasar semen. yang 
menjadi s~unber pernicu tingginya harga semen (dibanding HPS dan 
harga dunia). Buktinya salah satu produsen rnenguasai lebih dari 
40% pangsa semen nasiinal dan rata-rata pabrik semen di dalarn 
negeri utilitasnya lebih dari 9C%, m&a akibatnya produsen bisa 
rnernperrnainkan harga.a3 

Ketiga, dalarn kelornpok makanan itu sendiri yang surnbangannya 
terhadap inflasi lebii tingg dari hasil padi-padian terdapat 
berbagai sub-komoditas yang rnengandung pasar rnonopoli 

23 Ibid. 



seperti dalam sub-kelompok daging dan hasil-hasilnya (terdapat 
struktur monopoli peternakan ayam, bunglul kedelai sebagai pakan 
ternak, dan seterusnya di masa lalu). Ikan segar (terkenal dengan 
mata rantai tataniaga yang monoposonistik dikuasai kelompok 
tertentu), buah-buahan (tata niaga jeruk misainya), minyak goreng 
(penguasaan pasar Bioli), makanan jadi (penguasaan tepung terigu 
85% oleh Bogasari dan bahan rnie serta 95% p a w  mie htan 
dimonopoli oleh kelompok Liem dengan Indofoodnya), dan lain-lain 
seten~snya.~~ 

Dengan begitu amat jelas agenda anti inflasi terbesar justru dari 
struktur pasar monopolistiMmonop~~nistik, kartel yang merugkan, 
tata-niaga dan jangan lupa kolusi-korupsi-nepotisme (KKN) yang 
menurut Prof Sumitro kebocorannya selama ini sekitar 30%, 
hendaknya membuka mata agar para petani kita jangan terus 
dijadikan bulan-bulanan sebagai pemicu inllasi. 

Selanjutnya secari implisit juga yang memberi sumber distorsi 
pasar dan pemicu inflasi adalah terdapatnya pelbagai kegiatan 
perbman rente ekonomi (rent seeking ewnomic a&>&), dimana 
kalangan pemilik modal raksasa, antara lain mamanfaataka 
peluang kebebasan mengkonversi lahan pertanian nuntuk pelbagai 
ycu'ck yeilding projeci seperti proyek properti dan lapangan golf. 
Menurut sensus pertanian tahun 1983 dan 1993, terjadi p e n m a n  
luas lahan pertanian produktif sebesar 1,l juta hektar.25 

Kemudian dalarn rangka, di satu pihak petani mendapatkan 
kebebasan dalam menhat i  harga dan kegiatan pertaniannya -- 
dalarn rangka meningkatkan kesejahteraan mereka -- di lain pihak 
swasembada h m  tetap dipertahankan, maka subsidi saprodi 
hendaknya kernbali dapat dipejuangkan. Dan sumber subsidi 

24 Ibid. 
Ibid. 



tersebut misalnya berasal dari hasil pengenaan pajak Progresif yang 
kini masih bersifat proporsional. Dan hasilnya untuk mensubsidi 
kebutuhan produksi perkmian, khususnya dalam rarlgka 
swasembada beras. 

4. Prospek Perhian da lm Pemberdayana Ekonomi 
Rakyat 
Tampaknya telah me~jadi "koor nasional" dalam rangka solusi 

krisis maupun pemulihan ekonomi setidaknya dalam sepuluh tahun 
kedepan, bahwa pengembangan ekonomi yang memiliki keunggulan 
komparatif dan kompetitif termasuk menghadapi pasar global adalah 
mutlak dikembangkannya ekonomi yang berbasiskan sumberdaya 
darn (resource based ewnorny), terutama yang berbasiskan 
surnberdaya dam pertanian. Dengan demikian, pengembangan 
agobisnis dan agoindustri l~aruslah menjadi leading sector d m  atau 
W E  dalam proses pembangunan, terIebih lagi kaitannya dergan 
pemberdayaan ekonorni rakyat seperti dalarn konteks luas seperti 
yang telah diuraikan dimuka. 

Dalam kaitan tersebut serta melibat prospek kedepan, 
selanjutnya akan dikemukah tiga masalah : (1) Pertanian dalam 
pengembangan ekonomi rakyat, (2) Pertanian dalam menghadapi 
globalisasi, dan (3) Modernisasi pertanian. 

Pertarnu, mengingat pada masa Orde Bani, pertanian hanyalah 
ditex~atkan sebagai penyangga untuk terjadinya p t  leapfonued, 
baik dalam ra~gka penerapan strategi Yndustri berspektrum luas" 
yang akhimya lebh banyak bersifat foot lose industry maupun 
industri h@h fedz yang rakus devisa, yang semua itu akhirnya tak 
menimbulkan pendalaman struktur ekonomi dan industri. Hal ini 
terjadi karena industri-industri tersebut tak merniliki kaitan yang 
signitikan dengan dunia pertanian yang notabem menjadi roh 
ekonomi nasional dimana mayoritas rakyat mempunyai kegiatan 



ekonomi di sektor ini, baik dalam kegiatan budidaya tradisional 
lnaupun vang bersifat agrobisnis dan agroindustri yang modern. 
Balkan lebi jauh la@ jika dilihat secara eqiris, terkesan strate8 
pembangunan Orde Baru bersifat "anti-pertanian". Dalam sepuluh 
tahun terakhir (sebelum krisis 1997) begitu banyak kejadian konversi 
lahan produktif untuk tujuan spekulasi, pencemaran ekologis 
diham~ir seluruh pantai utara Jawa yang rnembuat tidak 
ekonomisnya ekono~ni tambak, pemsakkan terumbu karang dalam 
jumlah sangat besar, serta pernbahatan dan pernbakaran hutan 
dalam skala jutaan hektar yang rnerusak keanekaragaman hayati. 

Oleh karena i t -  jika dalam strategi pernulihan ekonomi, 
khususnya dalam rangka pernberdayaan ekonomi rakyat, dapat 
rnernfokuskan pada pertanian (dalam ati luas). Maka 
konsekuensinya berarti hams rnenjadi pilihan utama secara rasional- 
ekonomis rnaupun politis. Artinya pengembangan p e d a n  harus 
rnenjadi prioritas yang sangat tin@ yang rnernperoleh dukungan 
kebijakan fiskal, rnoneter, perbankan, pasar modal, investasi, riset 
dan pengembangan teknologi tepat gum, otonomi daerah seluas- 
luasnya, d m  seterusnya. Dalam hal ini juga sangat penting agar para 
elit politik yang nlernenangkan pemilu 1999, seyogyanya rnerniliki 
kaitan sisternatis terhadap kepen~gan petani dan nelayan untuk 
rnernperjuangkannya jecara politis, yang pada ghrannya posisi tawar 
petani dan nelayan tersebut sernakin signifikadtinggi. 

Sernentara dikalanopn petani dan nelayan sendiri hendaknya 
rnampu mengorganisasikan dirinya dalam pelbagai organisasi 
independen agar rnarnpu rneningkatkan posisi tawar ekonomi 
maupun politik rnereka. Dengan skenaio tersebut bolehlah kita 
rnemimpikan Indonesia rnenjadi negara industri p e d a n  yang, 
modern, dimana pelbagai revolusi teknologi pertanian (revolusi 
bio-teknologi dan rekayasa genetika) dapat berjalan seiring dengan 



pencapaim kesejahteraan rakyat banyak yang mayoritas petau dm 
nelayan tersebut. 

mua, globalisasi merupakan kenyataan yang sulit dielakan, 
yang implikasinya adalah bahwa semun sektor ekonorni (termas& 
pertanim) akan rnenghadapi ujian ketanggulmu~ya tanpa proteksi 
dan subsidi yang selama tiga puluh dua tahur justru sangat dima~ja 
oleh kedua bal tersebut. Meskipun dalam implementasinya haruslah 
tetap secara cerdas disiasati agar pada akhirnya globalisasi tersebut 
menjamin kepentingan rakyat banyak. Sehingga, untuk saat ini 
dalam rangka penyiapan menghadapi globalisasi tidak serta rnerta 
berbagai subsidi untuk sektor pertanian dihapus begitu saja tanpa 
mempertimbangkan dampak yang dirasakan petani. Bahkan kalau 
menengok pen,daman pertanian Jepang dan Eropa yang konon 
dikategorikan sebagi pertanian modem, akan terlihat bagairnana 
hingga saat ini sektor tersebut juga masih disubsidi secara selektif dan 
atau subsidi tidak langsung, rnisalnya melalui skema khusus kredi 
dan bantuan teknologi oleh ~emerintah. Artinya, yang kiia perlukan 
addah politik subsidi yang disusun secara sistematis dan berjangka, 
baik jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang yang 
tetap relevan dengan konteks globalisasi. 

Dalam jangka pendek, yakni dalam situasi krisis ini s~bsidi pertanian 
Saik datam input (insentif dalam pengadaan sarana prodtdisi) 
maupun output (harga dan pasar) masih sangat diperlukan 
Tantangannya adalah bagaimana mengefektifkan penyaluran subsidi 
tersebut, sehingga sampai kepada sasaran dan tid& mengalami 
penyirnpangan. Untuk itu, diperlulcan sosok birokrasi yang bersih 
serta mekanisme kontrol yang kuat. Sementara dalam jangka 
menengah, subsidi yang perlu dikernbangkan adalah subsidi 
tidak langsung yang tidak melanggar letentuan WTO, 
sehinga misalnya perlu dlpikirkan institusionalisasi lernbaga 
keuangan pertanian baik berupa perbankan pertanian maupun 



asuransi pertanian yang untuk sernentara dapat menjadi instrumen 
baru pemerintah dalarn rnensubsidi dalam berbagai bentuk, seperti 
rendahya suku bunga wtuk kredit pertanian dan lain sebagainya 

Sernentara upaya-upaya serius untuk mendongkrak ekspor 
kornoditas-komoditas pertanian yang hingga kini sangat 
menguntungk*? justru rnalahan kurang dirasakan, teruhna upaya- 
upaya ~mtuk rnengbilangkan pelbagai hambatan baik yang bersifat 
birokratis, struktur pasar, permodalan, kurangnya market 
intell&nce, dan seterusnya. Selain itu, saat ini untuk rnendorong 
pertumbuhan pertanian rnelalui pemanfaatan lahan dan sumberdaya 
yang ada juga rnenghadapi m d a h ,  khususnya yang berkaitan 
dengan pembiayaan. Oleh karena itu, perlu upaya pernerintah untuk 
rnelakukan mad show ke beberapa negara yang potensid untuk 
berinvestasi di Indonesia, sehingga kendala rnemacu pertumbuhan 
pertanian dapat teratasi. 

Ke*, jika pilihan bangsa ini ingin membangun p e d a n ,  
harus ada upaya serius untuk melakukan modemisasi pertanian, baik 
dalam rangka penyediaan sarana produksi, penyehatan pasar, 
mupun pengembangan teknologi. Namun untuk itu semua perlu 
penataan kelembagaan yang rnernadai. Hal yang sangat penting bagi 
petani adalah kepernilikan lahan, sehingga kelembagaan yang 
menjamin distribusi lahan sangatlah diperlukan. Dengan dernikian, 
perlu dihidupkann~a kernbali UU PA (Undang-Undang Pokok 
Agraria) tahun '1962 yang nota-be~e bhgga kini masih berlaku 
dalam rangka melakukan land reJbrm tahap keduh. 

Meningkatnya insentif bagi petani melalui distribusi lahan 
tersebut hams diirnbangi dengan reformasi kelembagaan lain, seperti 
kelembagaan keuangan, penelitan, penyduhan, dan lain sebagainya. 
Saat ini sangat diperlukan adanya ' bank pertanian yang 
berkonsentrasi penuh pada .penanganan pertanian yang bercorak 
ekonorni rakyat tersebut. Kegiatan pertanian seperti ini sangat sulit 



untd c€i- oleh bank-bank komersial seperti yang terjadi 
selama ini. Dengan adanya bank-bank pertanian tersebut, lembaga 
keuangan diharapkan dapat se& memahami perilaku petani dan 
menerapkan berbagai prosedur yang berbeda dengan bank-bank 
konvensional eelarna ini. Dengan menguatnya lembaga keuangan 
pertanian itu sernakin mernbuka peluang berkembangnya kegiatan 
asuransi pertanian yang semakin dapat menjamin kesejahteraan 
petani. 

Sernentara itu, sangatlah mendesak pengembangan R&D 
(research and de~elopment) yang berbasis pa& keanekaragaman 
hqati kita I n d d  ternlasuk negara yang sangat kaya akan 
keragaman hayati, sehingp potensial untuk mengembangkan 
berbagai pproduk-produk pertanian yang spesi& dan tentunya akan 
Iebih me- baik untuk kepentingan pasar domes& 
maupun ekspor. Namun p e d a n n y a ,  bahwa selama ini RScD 
belum mendapat perhatian serius yang dapat dilihat dari pangsanya 
terhadap PDB sebagaimana disajikan pa& Tabel 1. 

T& 1. KO&&& RSrD Terimdap PDB Pad. Bebempa N e w  Asia 

Upaya penguatan R&D tersebut perlu d i n @  dengat] sistem 
diseminasi idormasi yang memadai. Disiniiah kelenlbagaan 



penyuluhan menjadi penting. Kelernbagaan penyuluhan harus 
kembali pada prim+ 60 help them help th.emselues, yang beFarti ada 
penghgan t ehdap  otooomi petani. Sementara penyuluhan ibarat 
konsdtan p u g  IIltmfasilih taotdogc pertanian. Dengan adanya 
UU Buttida~a Pertanian 1992 yang sabh satu isinya memberkzn 
kebebasan kepada petani untuk me& tanaman yang 
&us&&mnyq maka divedikasi pertanian akan rnakh 
berkembang. Dengan demikian, dalam rargka demohtkasi petani 
itu maka penyuluh lapaog barus b e d a t  polyvalen yang b e d  
mereka harus bersifat generalis dan siap melaj-ani untuk bcrbap 
komocliti (pmgq hwtikultur, perikanan, dan petexnab, dan 
setemya). 

Begitu pula hila p i m i a n  dijadikan piliha;l po&& sebaga 
pengyrak roda ph- maka diperlukan pula reformasi tata 
ruang. Problem tata ruang ini terJadi akibat konversi lahan pertanian 
secara besar-besaran s e l m  Ode Baru dengan dalih untuk 
%dushi&sasi", yang ternyata berdarnpak serius terhadap 
kerusakan ekdogis, ekmmi, maupun sosial. Ini maraknya A-tivitas 
pmbunmn rente. 

Untuk itll dalam rangka m y o n p n g  peb Ir~dodonesla 
semua te rjadi a- ketiadaan visi dalarn pengembaw tata ruaq  
serta yang tawg& peiiu visi bersama mtuk mempatkan Jawa 
sebagai pusat p e b  modem. Dengan lahan yang makin 
rne~g-.dJ, maka pertanian di Jawa haruslah be& modem yang 
lebih beha& tekncdogi daripada berbasis luas lahan. S e m .  
biotekndogi, rekayasa genetik, hidroponik, pertanian vertiliall dan 
corak modern lainnya itulah yang dikenbngkan. Disarnping karena 
kesuburan tanah Jawa yang sangat tinggi, juga karena invest& 
dalam pengwnbangan &truktur pertmian di Jawa sudah sangat 
besar, sehingga nampaknya akan terjadi pemborosan pembar-1 
bila itu xmua tidak dimalcsimalkan pernanfaatannya 



Tabel 2. 
Perbandingan antara Pertaninn Orde B a a  dan S k e ~ r i o  Orde Refonnasi 

No. 
1. 

I I an petani dan nelayan. 
Orientmi d m  Substitusi impor b Substitusi i m w  d m  

Komoditi 

perburuan rente 
Pelalru I Konalomernt dan petani b Petanj kecil dan me- --I 

Parameter 
Pditik 
Ekonomi 

Untuk menunjang pro- 
duksi beras 
Pengembangan benil, 
xrba seragam 
Berorientasi on farm 

yangga 
Produksi bras dalam 
m g k a  swasembnda 

nengah profesiaial, xrta 

ngembangan prod& 

P e n g e m h a p  benil1 
hrbasis pada lieanekr- 
ragaman hayati yang 
dimiiiki 
Berorientasi pada on 

O d e  Baru 
O d e  yang anti perta- 
nian 
Pertanian sebagai pen- 

P r o d k i  pangan (&I=, 
kedelai, jagung), dan 
pengembangan produk 
ungslLul ( h a m  
d m  perikanan), dalam 
rangka swasembada d m  
peningkatan kesejahtera- 

I I I fomm d m  offarm 
6. 1 Basis Pengem- 1 Pertanian berhasis lu- b Perhian berbasis h u  

P a m  Orde Baru 
* Orde ynng pro pertanian 

Pertaninn sebagai leading 
sector 

bangan p i m i  
nian 

asan Lahan dan teknologi 



Tabel di atas mencoha membandingkan antara temuan penting 
ciri-ciri pertanian Orde Baru dengan cm-ciri yang dibayangkan 
dalarn skenario pasca Grde Baru. Hal ini untuk menyadarkan kepada 
kita tentang pengataman pahit yang terjadi selama Orde Baru yang 
tidak perlu diulangi. Dengan demikian dalam skenario 
pengembangan pertanian pasca Orde Bam haruslah mengandung 
suatu visi yang marnpu mengoreksi & m a  mendasar terhadap 
str+egi pembangunan pertanian Orde Baru. 

7. 

8. 

9. 

5. Industrialisasi dan Modernisasi Desa Pertanian 

Untuk masa PJP I masa Orde Bam menurut beberapa 
penelititan diungkapkan pentinpya kegiatan di luar sektor pertanian 
(off firm) sehagai tambahan pendapatan untuk meningkatkan 
kesejahteraan petani. Seldtar rata-rata W h  (estimasi konservatif) 
sumbangan kegiatan of-firm tersebut menyumbang terhadap total 

Tata Ruang 

Kelenhgam 

Organisasi 
Petani 

Ilonversi k - b e s a r a n  
b pertanian po 
duktif di Jawa 
Jawa sebsgai pusat in- 

Penataan kelembagaan 
berailat top &un dan 
homogen sehingga cen- 
derung artihsial 

Pengorgonisasian petani 
dalum wndah tun& 
W & H S M  

* Memaksimumkan pe- 
manfaatan potelui $ban 
produlitif di Jawa . Jawa sdggai pruat per- 
taoianmodem 
Penetaan hlembagaan 
M a t  &f&m up dan 
hersumher dai nilai-nilai 
lokal (memperhajikar~ 
spesifi h i )  whingga 
Y m e l e ~  dan tidak 
anjfisial 
Kebebasan yang luas da i  
petani dalam rangb me- 
ningkaikan p i s i  tawar 
sarara ekonomi dan po- 
litik baik di tingkat na- 
sional maupun global. 



pendapatan petani. Dari had sensus prtanian 1993 tercatat 
pendapat m a h  tangs pertanian ,di luar sektor pertanian un& 
tingkat nasional sebesar 458.000 &iah atau sekitar 26,02% dari 
total pendapatan rumah tangga pertanian. Untuk pdau Jawa 
t e m u k  yang terbesar yaim sebesar 520.000 rupiah dari total 
pendapatan rumah tangga pulau tersebut dan yang pahg  terkecil 
adalah pulau Maluku dan Irian Jaya yakni sebesar 229.000 rupiah 
Dengari begitu, disamping terus memperkuat strutur yang 
terdiversiiikasi dalam kegiatan ekonomi di pedesaan, hendaknya - 
terdapat perencanaan besar-besaran industrialisasi dengan teknologi 
tepat p a  untuk tingkat pedesaan, khususnya kegiatan agroindustri. 

Agroindmtri tersebut sangat penting karena kegiatan ini dapat 
dijadikan tumpuan. Menurut data dari BPS menunjulian be& 
besamya agroindustri terhadap mlh#ier nilai fambah yang pada 
tahun 1971 hanya sebesar 0,87 kernudian naik menjadi 2,24 pada 
tahun 1980 dart pada tahun 1990 menjadi sebesar 2,72. Juga 
terhadap kesempatan kerja non-migas yang pada tahun 1971 sebesar 
75,6% kemudian pada tahun 1980 twun menjadi 70,7% dan naik 
kembali menjadi 79,4% pada tahun 1990. Hal ini menimbulkan 
dugaan yang kuat bahwa telah terjadi peningkatan teknologi yang 
cukup nyata dalam pengembangan agroindustri. 

Oleh karena itu diperlukan kerjasama antara Bappeda-Bappeda 
dengan Perguntan Tin@ serta kalangan Lembaga Swadaya 
Masyarakat (LSM) untuk mengjdcntifikasi strategi industrialisasi 
yang tepat guna imtuk tingkat pedesaan tersebut, rnisalnya dalam 
bentuk kemitraan . Dalam saat yang sarna, dengan penyuluhan dan 
tranfer teknologi, rnendorong petani semakin menyadari tentang 
pentingnya peluang pasar yang menjadikan @$at wawasan 
agribisnis pertanian semakin tin@. Hal itu adalah dalam rangka 



rnendiversifiliasi kegiatan pertanian rnereka yang sangat penling 
untuk rneningkatkan pendapatan di luar pertanian pangan @etani 
pangan sambil bertenlak, rnembudidayakan perikanan, rnebuka 
perbengkelan, rnengolah kornoditas pasca panen, dst ) 

I 
Menurut data BPS tahun 1993, bila sumber penghasilan utarna 

diamati rnenurut sub sektor pertanian, terlihat bahwa rata-rata 

I pendapatan terbesar diperoleh rumah tangga yang rnernpunyai 
sumber penghasilan utama dari sub sektor budaya W i o t a  lain 
Dan rmtuk pendapatan terendah dari rumah tangga yang sumbe1 

1 I penghasilan utamanya berasal dari sub sektor pertanian tanaman 
pangan dengan rata-rata pendapatan hanya sekitar 1.32 juta rupiah 
Hal lain, juga ~etani dapat terangsang untuk rnerespon pasar akibat 
rneningkatn~a kegiatan industri pedesaan (agro maupun non-agro 
semisat pengolahan hasii tanaman pangan, rnernasok nunput untuk 
padang golf, perbengkelan, dan seterusnya) 

Di tataran makro, hendaknya kita jadikan dalam skala prioritas 
yang tin@ untuk program industrialisasi dan rnodernisasi di 
pedesaan ini sekaligus dimasukan dalam kerangka menhgkatkan 
kualitas pengembangan koperasi yang berorientasi hisnis dan industri 
kecil yang sekarang ini dikornandoi oleh Departemen Koperasi dan 
Pernbiiaan Usaha Kecil. . 

Kemudian patut dicatat bahwa untuk non pedesaan Jawa 
hendaknya program industrialisasi, yang bersifat padat modal dan 
teknologi kiranya dalam jangka menengah dan panjang leb i  baik 
dikwangi, bahkan distop. Oleh karena itu industrialisasi padat 
teknologi dan modal tersebut lebih diarahkan ke lux  Jawa, termasuk 
di Kawasan Tirnur Indonesia 0. 



Perspektif Ekonomi Rakyat di Sektor P e r i k a n ~  

1. Tinjauan Kritis Pembanpnan Perikanan di Masa Orde 
Baru 

Persoalal laten yang tern rnenghantui para otoritas ekonomi 
makro masa pernerintahan Orde Baru rnaupun setelahnya di 
Indonesia, secara pokok terpatri kepada lirna prsoalan besar : 
Pertama, defisit neraca t r d s i  berjalan ( m c n t  account defisit) 
yang secara konsisten terus rnernbengkak hingga rnenjelang'krisis 
besar ekonomi 1977 yang rnendekati 4% PDB. Kedua, utang luar 
negeri yang telah melampaui batas psikologis 100 milyar US$ sejak 
tahun 1996 d m  rnenjadi salah satu pemicu krisis tahun 1977 yang 
rnenjadikan Indonesia dewasa ini terkena debt bap dengan jumlab 
utang luar negenleb'ih dari 150 milyar US$. 

Ketiga, persoalan Masi yang bukan hanya berasal dari sulitnya 
rnengendalikan harga-harga umum karena bersifat demand pull dan 
cost push tapi telah bersifat struktural karena ditambah dengan 
inflasi yang berasal dari struktur ekonomi yang terdistorsi, bocor dan 
import inflation. Keernpat, kesulitan dalam rnenetapkan manajemen 
kurs rupiah yang kornpatibel yang berubah terus hingga kini dari 
rnulai dengan kurs tetap, merigambang terkendali, kemudian 
diserahkan kepada rnekanisrne pasar yang akhirnya rnenjadi pemicu 
utama krisis besar 1997. Kini kenlbali dipertanyakan keampuhan 
manajernen Lars yang terakhir tersebut, karena sering menyandera 
ekonomi nasional akibat keberadaan para&& managers di tingkat 
nasional rnaupun global yang seringkali bertindak sebagai spekulan 
yang rnenangguk untung besar dengan rnernanfaatkan rapdnya 
fundamental ekonomi Indonesia. 

Dan kelima, persoalan penetapan strategi untuk pencapaian 
daya saing ekonomi nasional dalam rnenghadapi globalisasi yang 
problemnya sangat stdtural, karena dalam rnasa Orde Baru sangat 



bertumpu kepada pelaku utama konglomerat yang jumiahnya hanya 
dua ratusan saja, tapi kini mereka semua sedang dalam keadaan 
kolaps. 

Sesunguhnya keliia penyakit kronis tersebut terkait dengan 
 as^ yang terkandung dalam srategi besar Orde Baru yang terlalu 
cepat ingin menjadi negara industri yang cenderung meningalkan 
roh ekonomi nasional yang berbasis kepada kekayaan raksasa dari 
sumberdaya dam (SDA), terutama SDA pertanian clan 
perikanadkelautan. 

Reformasi ekonomi yang dituntut seharusnya juga mampu 
merubah paradigma lama secara mendasar termasuk merobah 
kelima instrumen kebijakan yang terkait dengan strategi 
industrialisas; seperti disebut di atas. Dan payung baru yang mampu 
menjadi pemicu secara sistematis agar keluar dari jebakan lama 
tersehut, addah dengan berupaya secara gradual menggeser strategi 
industrialisasi yang berbasiskan impor kepada moutce based 
indmbialization, yang lebih berbasiskan sumberdaya domestik, 
termasuk raksasa tidur yang terkandung dalam sektor perikanan dan 
kelautan. Dengan strategi baru industrialiasasi yang berbasiskan SDA 
tersebut, menurut hemat penulis, akhirnya Indonesia akan mampu 
menemukan intrumen kebijakan baru dalam memecahkan kelima 
persoalan ekonomi makro tersebut. 

Pembangunan perikanan dan kelautan semasa Orde Baru boleh 
dibilang sebagai "the late wmer of development". Daiam arti m t z a  
lain bahwa tingkat pemanfaatan komoditasnya masih relatif rendah, 
kemiskinan dan keterbelakangan nelayan sebagai kelompok sosial 
yang paling parah dibanding kelompok sosial lainnya, daya serap 
kesempatan kerjanya masih sangat rendah, minat investasi terutama 
dalam skala menengah dan besar yang paling kurang ditoleh karena 



resikonya sangat tin@ tapi m e m b ~ a n  jumlah peudanaan yang 
sangat besar, dan s e t e r ~ s n ~ a ~ ~ .  

Padahal kontrasnya, potensi ekononli sektor perikanan dan 
kelautzq ini amatlah raksasa baik berasal dari perikanan tangkap 
maupun dari perikanan budidaya. Dkalangan perikanan sendiri, 
catatan tentang potensi ini telah sedernikian klasik dan hampir 
menjadi ritual 1111tuk diulang-ulang. Sebagai negara kepulauan 
terbesar di dunia, kita rnemiliki luas laut 213 dari total witayah 
Indonesia. Pantainya terpanjang di dunia dengan potensi budidaya 
tambak di dalarnnya dengan pernanfaatan baru sekitar 33 persen. 
Potensi sumberdaya brikanan laut paling tidak diperkirakan sebesar 
6,6 juta todtahun yang terdiri dari 4,5 juta ton perairan nusantara 
(dengan pemanfaatan baru sekitar 38 persen) dan 2,l juta todtahun 
dari perairan Zona Ekonorni Eksklusif (ZEE) dengan pemanfaatan 
baru sekitar 20 persen.'' Tingkat pemanfaatan yang rendah secara 
keseluruhan dibandingkan potensinya tersebut, ternyata secara 
statistik, produksi perikanan nasional lebih dari 90 persen disumbang 
oleh nelayan dan petani ikan tradisional (nelayan dengan perahu 
tanpa motor dan petani ikan dengan budidaya tradisional dirnana 
tingkat pendidikan mereka 95 persen paling tin@ pendidikannya 
idusan SD). 

 en^& gambaran yang kontras tersebut sesungguhnya yang 
dibutuhkan b h  sekedar bagairnana lnenggali sektor perikanan 
sebagai surnber ekspor non-nugas seperti yang terlalu nyaring 
didengungkan. Tapi sebuab 'tevolusi b'i"yang berisi strategi besar 

l6 Didin S. Darnanhe, Deregulari Perikonan dan Revolusi Binr'. Harian Umum 
Republika, hlm. 4. 

'' Untuk wbandingan data &pat dilihat pa& laporan akhif lusil-hasil penelitian 
Pusat Kaiian Sumberdava Pesisir dan Louton yanp bequdul Kajian Kebutuhan 
lnvestosi>embangrnananpen'krman dalam ~ e m b a n g & a i ~ i m a  Tahun Mendatang 
(1999-2003). Kajnsaama Diktorat  Jenderal Perikanan Departemen Pertmian 
dengan PKSPL IPB Bogor. 1999. 



agar sektor perikanan dan kelautan setidahya dapat mengulang 
sukses revolusi hijau yang berasal dari pangan dalam masa Orde 
Baru. Tapi dengan catatan, seyogy-a tanpa perlu mengulang 
kesalahan yang sama dari pengalaman revolusi hijau. 

Disamping keberhasilannya, setidak-tidaknya terdapat beberapa 
catatan kritjs terhadap berlangsungnya revolusi hijau yang telah 
menghasilkan secara spektakuler swasenlbada beras, seperti berikut 
ini: 

Pertarnu, swasembada beras dan pangan u m m y a ,  disamping 
tidak diikuti oleh penkgkatan kesejahteraan petani produsen secara 
signifikan, juga karena pencapaian swasembada tersebut lebih 
dimaksudkan untuk pencapaian target irdlasi di bawah 10% yang 
selanjutnya hal tersebut untuk menciptakan stab~litas ekonomi dan 
politik dalam rangka menciptakan dasar untuk keberhasilan strategi 
industrialisasi yang ternyata kemudian tercatat sangat hgh wst, 
konglomeratif, inehien dan bocor. Dengan demikian, dapat 
dikatakan ' bahwa revolusi bijau di sektor pertimian pada 
kenyataannya bagi petani produsen berarti hanya untulc mensubsidi 
sektor industri dimana struktur industri dan struktur ekonomi yang 
disubsidi tersebut urnmlya sangat dangkal dan rapuh 

Kedwz, penerapan teknologi kimia-boilogis bempa pemakaian 
pupuk, pestisida dan bi i t  unggul yang kurang selektif dan over dosis 
pada ghannya telah menimbulkan kemsakan ekologis dengan 
terlalu cepat menurunnya tingkst kesuburan lahan serta semakin 
mengembangbiakan berbagai hama yang semakin tahan obat- 
obatan anti hama Juga telah menimbulkan ketimpangan sosial, 
karena yang menikrnatinya lebih mengah kepada kalangan 
pedagang dan industriawan dan kalaupun terjadi di kalangan petani 
umumnya hanyalah mereka yang memilild luasan lahan di atas 0,5 
hektar. 



Ice*, pendekatan kelembagaan yang rnenyertainya sangat 
bersifat teknokratis, top-down dan sentralistis yang ujungnya banyak 
rnenimbulkan kerusakan nilai-nilai tradisi lokal yang positif. Juga 
pendekatan penyeragaman yang rnematikan inisiatif lokal dan 
kreativitas pelaku ekonomi dalam merespons peluang usaha. 

Oleh karena itu, revolusi biru dalam pasca Orde Baru ini 
seyogyanya rnemperltathn beberapa hal pokok, antara lain : 
Pertama, dapat rnengoptimalkan pernanfaatan surnberdaya ikan dan 
hayati lainnya dari perairan nusantara dan ZEE sekaligus 
pengembangan macam-macam budidaya di dalamnya yang 
ujungnya dapat rnemberikan kontri5usi signifikan terhadap devisa 
negara yang pada gilirannnya dapat dikernbalikan temtarna untuk 
kesejahteraan nelayan d k  petani ikan, kelestarian ekologis serta 
pengembangan teknolo* perkapalan nasional dan tiknologi 
budidaya sumberdaya hayati perairan ; 

Kedua, rneningkatnya secara nyata konnumsi ikan bagi rata-rata 
penduduk Indonesia sebagai cara rnenin$cat!!dn kualitas gin yang 
sehat dalarn rangka meningkatkan daya intelektual SDht kita, seperti 
halnya telab dicapai Jepang sebagai pengkor~sumsi rata-rata ikan 
tertinggi di dunia dimana dikenal tingkat LQ-nya yang juga rata-rata 
tertinggi di dunia dewasa ini; 

Ketiga, rnenciptakan reformasi kelembagaan ekonomi dan sosial bagi 
penduduk yang rneliputi sekitar 62 persen dari total penduduk yang 
menghuni wilayah pantai baik dengan mengambd contoh secara 
selektif sukses revolusi hijau dengan keterlibatan penyuluh yang 
besar, sistem perkoperasian yang lebih bottom-q, dan seteruwya, 
rnaupun transformasi bam yang rnampu menjawab problematka 
khas masyarakat nelayan dan petani ikan yang antara lain be@ 
sistematisnya penguasaan rantai tataniaga yang monopolist&/ 
oligopolistik oleh para toukeltengkulak di satu pihak dan di lain pihak 
struktur rnonopolistik/oligopolistik perdagangan ikan segar, beku 



maupun kaleng dalam negeri maupun ekspor oleh kalangan pemodal 
besar baik di dalam negeri, temtama di luar negeri sebagai price 
maker pang paling menan& untung terbesar dalam mata-rantai 
perdagangan ikan; 

Gempat, mernacu pengembangan agoindustri dan agnbisnis 
perikanan abw memperoleh nilai tamball yang l e b i  berlipat. Untuk 
hal ini seyogyanya terdapat kebijaksanaan yang memberikan 
kerangka insentif makro maupun rnikro yang mampu merangsang 
para pelaku agnbisnis perikanan tersebut dari mulai penyediaan 
sarana, permodalan, proses produksi, pengolahan (industri) Ejngga 
pemasaran (dalam negeri dan ekspor) dan yang bergerak dalam binis 
penunjang termasuk dalanl bidang keuangan d m  pasar modal. 
Dengan demikian, progam kemitraan menjadi amat strategis untuk 
mengaitkan kepentingan pengusaha kecil dan menengah kepada 
dinamika pengusaha besar, termasuk kalangan investor asing. 

Kelirna, menyiapkan tata mang yang optimal dalam wilayah 
pesisir dan kelautan, yang lebh memberikan prioritas tinggi untuk 
berkembangnya kalangan Usaha Kecil dan Menengah, koperasi, 
neiayan tradisional dan petambak rakyat. 

Keenam, peremajaar, alanuah nelayan dan petambak yang kini 
telah mengalami proses involusi. Yakni disamping memodernisasiikan 
perahu dan alat tangkap nelayan sex-ta penerapan teknologi modem 
secara selektif kepada para petambak rakyat, juga dilakukan 
pengembangan off-firm-economic actiuities bempa industrialisasi 
pedesaan pantai agar terjadi diversifiasi kegiatan ekonomi di 
wilayah pesisir yang mampu menciptakan kesempatan ker,ja baru 
yang besar. 

Ketujuh, reaktualisasi nilai-nilai tradisi lokd yang positif sebagai 
cara yang efisien untuk ~nemperkuat kapasitas kultural dari dalam 
tubuh mereka sendiri, baik dalam rangka menghadapi kompetisi 



ekonomi modem yang sernakin keras rnaupun dalarn ran&a 
manajemen konflik.dan proses redistribusi pendapatan yang lebih 
bisa diterima oleh budaya mereka sendiri. 

Kedelapan, menlberikan prioritas yang tinggi kepada Riset dan 
Penge~nbangan baik untuk kepentingan inovasi teknologi, efsiensi 
ekono~ni, keserasian sosial dan budaya. 

2. Linghungan Strategis d a b  Pembanpnm Per iban  
dan Kelautan 

Untuk mengirnplementasikan revolusi b h  tersebut, seyogyanya 
kita mengidentifikasi beberapa problem ekonomi-politik yang relatif - > - . - 
strategis dalam pembangunan perikanan dan kelautan di Indonesia. 

Pertarna, hard-fict yang dihadapi dalam pengembangan 
masyarakat pantai -- terutama menyangkut kepentingan rnasyarakat 
nelayan dan petani &an -- adalah ballwa tingkat "6urgaining 
position" mereka berada dalam posisi relatif lebih rendab 
dibandingkan kepentingan lain di tingkat nasional. Jika terjadi 
"imtitutiorzal conflict" nlasyarakat dayah  hi, mereka seringlcali 
kalah dibandin2kan dengan kepentingan pang rr:enyanghut 
kelemhagaanfltepentingan lain. Misalnya dibaldingkan derigan 
sektor kehutanan, hadarn, pertambangan, dalam negeri, agraria dan 
pariwisata. 

Contoh mencolok rnisalnya dalarn proyek raksasa reklanasi 
pantai Kapuk-Naga Jakarta, transformasi pengembangan wilayah 
pantai di Bali, Lombok, dan lain-lain, menjadi daerah, pariwisata. 
Seringkali kalangan nelayan dan petarnbak rakyat di wila)~ah- 
wilayah tersebut tercecer dan hams mengalah bahkan tergusur oleh 
kepentingan perhotelan, pernaban mewall, perkantoran, pariwisata 
dan seterusnya. Padahal manfaat dan hasil kegiatan-kegiatan 
ekonomi yang disebut terakhir itu, senyatanya sebagian besar 

. . ... 



mengalir ke pusat (Jakarta) dan relatif kecil manfaatnya kembali ke 
masyarakat wilayah pesisir. Tak heran jika dalam stratifikasi sosial, 
kaum nelayan menjadi penghuni kelas terbawah dengan kerniskinan 
dan .keterbelakangan yang dihadapinya, meski rnereka menjadi 
penyurrhang lebih dari 90 produksi perikanan nasional. 

Oleh karena i t- ,  diperlukan suatu kapasitas yang lebih tinggi 
dalam tingkat negosiasi politik untuk mernpejuangkan kepentingan 
masyardkat pantai dan sektor perikanan umumnya. Dibentuknya 
Depertemen Kelautan dan Perikanan pada pernerintahan 
Abdurahman Wahid adalah merupakan salah satu Ian&& strategis 
ekonomi politik untuk menjamin kepentingan masyarakat dan sektor 
tersebutB. Tinginya kapasitas bargaining. position masyarakat dan 
sektor ini tidak semata untuk dirinya sendiri, tapi mernang secara 
obyektif terdapat sejurrllah a i m :  

Secara sosial, perlu upaya pemberdayaan sosial-ekonomi 
masyarakat di wilayah ini, karena antara lain rnenurut pelbagai studi 
kondisi kemiskinannya paling rawan dibanding sektor lain. 

Secara ekonomi, penting meningkatkan konstribusi selttor ini. 
Dalam kondisi sekarang saja daya serap tenaga ke janya telah be= 
clan juga telah menywhang sekitar 20 % PDB atau Rp. 190 trilyu" 
tahun 1998 sebagai konstribusi semua kegiatan ekonomi di sektor 
kela~tan.~' 

Problematik kedua, adalah kenyataan subsektor perikanan 
dibandingkan dengan subsektor lain hingga kini relatif terendah 

~~ - - ~  ~ ~- 

l8  Sebagai perbandingan terhadap kebijakan pemebentukan Departemen Kelautan dan 
P e r i k w  maka dapt dibaca penelitian Muhammad Ramli, Analisis Pembentukan 
Deprfemm Eskplorasi Lout dun Perikanan dalanr Tinjarran Ekonomi Politik dun 
Pernbarrgrmon, Program Studi Sosial Ekonomi Periksnan, Fakultas Perikanan dan 
h u  Kelautan, Institut Pe~tanian Bogor, 2000. 

l9 L i t  Buletin Bul- Indikator Ekonomi Indonesia 1998, Produk Domestik Bruto 
1998, BPS, 1998. 



dalarn rninat investasi. Memang salah satu sebabnya adalah 
tinghya- resiko dan besamya jumlah investasi yang diperlukan 
untuk bisnis dan industri perikanan skala menengah dan besar. Tapi 
juga h m  diingat, soal minat investasi ini ada kaitannya dengan 
kapasitas kalangan perikanan sendiri di tingkat nasional yang h a n g  
atraktif dan menarik minat investasi tersebut dan dalam meyakinkan 
hirarki prioritas yang tin@ untuk pembangunan sektor ini secara 
urnurn. Akibat yang terasa adalah bahwa aliran kapital, inovasi 
teknologi, SDM yu&W, kelembagaan, sinergi internkioni bidang 
inforrnasi, dan seterusnya, yang iebih mengalir ke sektor lain. 

Akibatnya aliran pelhagai sumberdaya tersebut ke wilayah 
pantai dan sektor perilanan rnenjadi kurang deras. Akibatnya lebh 
lanjut adalah relatif kurangnya oppom* yang tercipta &bat 
kurangnya sinergi dari pelbagai faktor yang menguntungkan untuk 
kepentingan pengembangan wilayah ini dibandingkan kepentingan 
sektor lainnya. Oleh karena itu, diperlukan mobilisasi intelektual 
untuk meyaldnkm pentingnya potensi ekonorni dengan segala 
kapasitas negosiasi di tingkat nssional, dalarn rangka menentukan 
hirarki prioritas yang tin@ terhadap sektor ini. Hal itu baik untuk 
pengembangan bisnis, pernecahan problem sosial (kerniskinan, 
keterbelakangan dan ketirnpangan), pengembangan tebologi tepat 
p, mobiisasi SDM yang h d a l  di segala tingkat dan kebutuhan, 
kelestarian ekologis, dan seterusnya. 

Problenlatik ketiga, adalah gejal.1 hilangnya dinarnika dan etos 
"kepesisiran" atau "kebaharian" (untuk membedakan dalam kategori 
sosiologis dengan masyarakat "agaris-pedalamaq. Yang pertama 
lebh menggambarkan jiwa dan visi kosmopolitanisme/intemasiona- 
lisme, dinamis, enterprenmrship, outmrd looking, dan seterusnya. 
Sementara yang disebut terakhir lebih menggambarkan jiwa dan visi 
waris, berorientasi ke kebanggaan dan keluhuran nilai lama 
(terutarna feodalisme, "Mataram Syldrorn" dengan konsep kekua- 



saan yang sentralistis), statis, ''stntus oriented", inward looking, dan 
seterusnya. 

Indonesia sejak zaman Sriwijaya, Majapahit dan terutama pada 
rnasa kerajaan pesisii-Islam terkenal dengan kapsitasnya dalam 
perdagangan. Yang terakhir - disebut rnisalnya rnenjadi pusat ' 

perdagangan di Asia Timur dan Tenggara yang sangat berkernbang 
tingkat ekonorninya untuk rnernbedalian dengan dua yang disebut 
pertama pang lebih berkernbang "budaya is&"-nya. ~ & a  pada 
rnasa prakolonialisrne tekbut unggul dalam kansportasi laut, 

- - 

teknologi perkapalan, dan kelautan ymg pada &annya amat 
dinamis dalam perciagangan interinsuler dan internasional. IGrena 
VOC-lah yang rnernanfaatkan konflik Mataram-pedalaman dengan 
Islam pesisir yang peperangannya berlangsung sekitar tiga abad 
dengan kemenangan Mataram. Sejak itu jiwa ouhuard lookcng- rusak 
dan kemudian menghilang. Konsekuensiriya- yang terasa hingga 
sekarang antara lain terutama rnatinya jiwa enterpreneumI@ serta 
menjadi rnengentalnya visi inward looking, fiodalkme, dan stahis 
0riented3O. 

Pada rnasa kolonialisrne, imigran Cina dipercaya penjajah 
menjadi pedagang perantara dan pemborong pelbagai pembangrman 
infrastruktur sebingga pada &annya terbentuk akurnulasi 
pengalaman, skill dan kapital yang kelak menjadi penjelas mengapa 
kaurn keturunan ini menguasai ekonomi Indonesia. Meski rnasa 
kernerdekaan, terdapat pelbagai politik pembanpan ekonomi 
pribumi, rnisalnya dalam rangka "politik benteng" p ~ d a  tahun 50-an 
dan pelbagai Kepres rnasa Ode Baru. Tapi tetap saja dinamika 
enterpreneuntup kaurn keturunan ini tak tertahankan, padahal 
jumlahnya hanya sekitar 3% saja dari jumlah penduduk. Program 

Terminologi antara pisir dm pedalaman secara politik, ekonomi maupun Mhn'al 
dapat pula di baca pada karwgan M. C. Ricklefs, Sejarah Indonesia Modan, 
Gadjah Mada Press, Yogyakarta, 1991. 



deregulasi yang digelar pada masa Orde Baru memaksa kita semua 
lebii ouhoard lookzhg. Tapi karena belum didukung oleh sikap d m  
visi red para aktor ekonomi yang outwad lookmg, akhirnya hingga 
kini masih banyak agenda ekonomi-politik yang tercecer. Hal ini 
sangat menggalggu proses transformasi ke arah arahn.spamncy,pu,ublic 
accounfabiZ&y, efesiensi, mmpetih'ue~e~s mpability, dan seterusnya, 
berhadapan dengan nepotisme, kolusi-koru~si, high cost emnomy, 
sistem koneksi, dan seterusnya. 

Jiwa bahai yang outmm! loolung ini sangat strategis untuk 
dibangun kembali, teristimewa dari masyarakat wilayah pantainya 
sendiri. Contohnya antara lahi ppasokan tenaga kerja industri jauh 
lebii tampak diberikan oleh sektor non-peiikanan, bukankah hal ini 
menghdikasikan h a n g  responsifnya masyarakat pantai terhadap 
dinamika ekonomi baru ? Tirnbul pemyaan, apakah ha1 tersebut 
karena "sikap mentalitas statis" atau karena dominasi hambatan 
struktural ? Masalah hambatan struktural tersebut, antara lain alibat 
pukulan bertubi-tubi secara psikologis dan ketergantungan permmen 
terhadap belitan kaurn oligopolis/para "taoke" yang rnenguasai rant& 
perdagangan ikan selama ini. 

Membangun jiwa maritin yang outward lookiq adalah 
sangat penting jiica kita ingin menang ddam kompetisi pasar global 
yang prosesnya semakin nyata, sistematis dan terlembagakan. 
Apalagi dengan terbentuknya TWO (Wold Tmde Organization) 
dengan segala aturan mainnya yang siap mernberi sanksi terhadap 
setiap pelmggaran ataupun wzdempasity akibat kulmulatif dari 
pelbaapi problem ekonomi politik seperti telah disebutkan. 

3. Prospek Perikanan d m  Kelautan d a b  Pemberdayaan 
Ekonomi Rakyat 

Gtika bangsa Indonesia mengalami puncak krisis ekonomi dan 
moneter sepanjang tahun 1997-1998, yang ditandai dengan jatuhnya 



nilai tukar rupiah terhadap dolar dan terpuruknya sektor-sektor 
ekonotni yang berbasis bahan baku impor akibat harga-harga input 
produksi yang rnahal, justm beberapa sektor ekonomi yang berbasis 
sumberdaya dam dari dalam negeri, seperti perikanan, menarnpiucan 
kinerja pertumbuhan yang cukup berarti. Sepanjang tahun tersebut, 
perikanan mencatat perkembangan nilai ekspor sekitar US$ 2,s 
milyar atau sekitar Rp.22,5 trily~n.~' 

Kemarnpuan perikanan untuk b e r t h  selama masa krisis itu, 
memperlihatkan bahwa komoditi ini merniliki dasar yang kuat 
sebagai salah satu pilar perekonomian nasional, karena ditunjang 
oleh kekuatan yang bersumber dari potensi sumberdaya alam yang 
sangat besar. 

Di sisi lain, dorongan perrnintaan terhadap komoditi perikanan 
di dalam dan luar negeri mengalami peningkatan yang pesat, sejalan 
dengan peningkatan halitas hidup dan pertambahan jilrnlah 
penduduk. Perubahan tersebut ikut menggeser poia konsumi 
masyardat akibat ~erkembangan ilmu pengetahuan dan kesadaran 
mereka, bahwa komoditi perikanan me& kandungan nilai gki 
atau protein yang tinggi dan sehat untuk dikonsumsi. Sehingga 
kebutuhan-kebutuhan itu dipenuhi melalui sumber pmgan yang 
relatif murah dan mudah di dapat, karena komoditi ini dapat 
dikonsumsi oleh berbagai jenjang usia, stratifikasi sosial, 
latarbelakang budaya rnaupun agama. 

Konsumsi .perkapita Indonesia pada awal Orde Baru sebesar 
9,96 kg/kapita/tahun. Angka tersebut term mengalami peningkatan 
pada tahun 1998 mencapai angka 19,25 kgbpitaitahun. 
Di~erkirakan pada tahun 2003 konsumsi penduduk Indonesia 
terhadap kornoditi perikanan dapat mencapai 21,82 kgikapitai 
t a h ~ n . ~ ~  

Lihat Stotistik Penkanan 1999, Ditjm P c n h m  1999. 
" O p d . ,  D~tjcn Perikanan Dqrmemen I'enanian dan PKSPL IPB Uogor 1999. 



Kehtan ekonomi perikanan yang "raksasa" dan rnasih 
"tertidur" i t- ,  temyata belum mampu dikelola dengan baik untd 
mernberikan konstribusi bagi pembangunan nasional, peningkatan 
taraf hidup dan kesejahteraan rakcat, terutama para nelayan yang 
mendiarni desa-desa pantai. Hingga saat ini, aktivitas ekonomi 
perikanan yang sangat didorninasi oleh nelayan kecil dan tradisional 
dengan tingkat pendidikan yang rendah sehingga hngliat teknologi, 
inovasi dm1 penyerapan informasi menjadi rendah, prcxluktivitasn~a 
kemudian menjadi rendah. 

Produktivitas yang mash tergolong sangat rendah tersebut lebih 
tampak lagi bila dibandingkan dengan beberapa negara pantai 
seperti Rusia, Jepang dan Amerika. Rendahnya kemampuan produksi 
perikanan Indonesia ditunjukkm pula secara lebih kontras, bila 
dibandingkan dengan negara-negara yang mnerdki potensi 
perikanan lebih kecil dari Indonesia, seperti Thailand dan Taiwan. 
Dengan kenyataan rendabnya produktivitas nelayan dan petani ilan 
tersebut, dapat mudah difaharni jika di nilayah pantai ini sangat 
tampak kerniskinan dan keterbelakangan rnasyarakat wilayah ini. 

Kerniskinan dan keterbelakangan tersebut merupakan 
komkuensi 106s dari proses pembangunan yang telah 
mengesampingkan keterlibatan masyarakat dalam proses tersehut, 
sebagai konsekuensi proses pembangut~an yang top-down, 
sentralistis, teknokratis dan bersifat penyeragaman. Sehingga 
prakarsa lokal tidak dapat berkembang dan memasung nelayan dari 
persentuhan dengan modernisasi dan industrialisasi yang 
berlangsung. Komoditas perikanan yang diperdagangkan oleh 
kalangan nelayan dan petani ikan tradisional hanya mampu 
diperdagangkan secara lokal dalam bent& komoditi primer tanpa 
dapat berkembang menjadi jenis-jenis komoditi industri, seperti 
produk olahan maupun produk-produk modern lainnya. Sementara 
kegiatan perdagangan antar daerah, nasional dan ekspor m m j a  



dikuasai oleh para kapitalis rnenengah dan besar serta secara rnakro 
bersifat oligopolis. 

Del~gan demikian dorongan industrialisasi di sektor perikanan 
tidak secara signifikan terjadi. Juga perkembangan jenis-jenis 
aktivitas ekonomi lainnya (off-Jim) kurang berkembang. Misalnya 
kurang berkembang pesat perbengkelan kapal, jasa transfortasi. 
perdagangan komoditi perikanan hasii industri ataupun teknologi 
alat-alat penangkapan, yang sernestinya mampu rneningkatkan 
pertumbuhan ekonomi di desa-desa pantai. Nelayan secara ekonomi 
maupun lokasi cenderung terkucil dalarn aktivitas ekonomi modem. 
Proses tergbut telah rnernarjinalisasi taraf hidup dan kesejahteraan 
ekonomi dan sosial rnereka. 

Pertanyaan yang muncul saat ini adalah : Atas alasan apa, 
peningkatan produksi perikanan sepanjang an&-angka statistik 
yang menampilkan kenaikan yang fantastis itu -- termasuk ketika 
Pisis ekonomi berlangsung - tanpa diikuti dengan peningkatan taraf 
hidup dan kesejahteraan rnereka secara signifikan ? W y a  
pertanyaan itu akan terjawab, bila kita secara arif mau rnengakui 
bahwa pertumbuhan volume dan nilai produksi tidak serta rnerta 
secara pasti akan dinikmati oleh pelaku kecil dalam sistern ekonomi 
modem. Hal tersebut apabila kalangan nelayan dan petani ikan tidak 
rnerniliki akses langsung -- secara ekonomi dan politik -- terhadap 
berhagai kebijakan, data dan informasi, lembaga keuangan dan 
pasar modal, kernajuan teknologi dan ilmu pengelahuan serta faktor- 
faktor lain yang dapat rnernacu peningkatan p~,oduktivitas r n e r ~ k a . ~ ~  

Problernatika yaqg telah diuraikan itu, bagi para nelayan 
lnengakibatkan rnereka tidak dapat ~nenikmati harga komcditi 

" Produktivitas nelayan Indonesia pa& tahun 1994 mencapii 0,92 todorang, tahun 
1995 naik menjadi 0,93 tonlorang, tahun 1996 naik menjadi 0,96 todorang dan 
tahun 1997 turun menjadi 0,92 todorang. Lihat laporan W, op.cit., keqasama 
Ditjen Perikanan Deptan dengan PKSPL IPB Bogor. 1999. 



perikanan pada harga yang tin& atau yang sewajamya mereka 
nikrnati. Hal itu karena sebagian besar margin keuntungan tak jatuh 
ke tangan nelayan dan petani ikan, tapi ke pihak lain, yakni para 
tengkulak tingkat desa, pedagang &&at lokal, regional dan nasional 
serta internasional. Semua mereka, masing-masing memperoleh 
margin keuntungan berbanding lurus dengan kekuatan 'modal, 
informasi, teknologi, manajemen, SDM handal, akses lepada 
penguasa serta kekuatan struktural yang dirniliki lainnya. 

Menurut berbagai penelitian, diperkirakan margin yang jatuh ke 
tangan nelayan dan petani ikan hanya berkisar sekitar 5 hiry;ga 10%. 
Selebihnya jatuh ke tangan non nelayan dan non-petani &an. 
Dengan be@, jumlah nelayan dan petani ikan beserta keluarganya, 
yakni sekitar 45 juta atau sekitar 20% penduduk, mereka menjadi 
penyumbang produlisi perikanan lebii dari 90%. Tapi keuntungan 
yang s e h y a  mereka peroleh, yakni sekitar 90% margin 
keuntungan jatuh ke pihak lain karena problem struktural dan 
kultural yang menghunpitnya." 

- Dengan demikian, dibutuhkan suatu,dorongan yang kuat untuk 
memecahkan problem kemiskinan dan keterbelakangan sektor 
perikazan agar tujuan peningkatan taraf hidup dan kkjahteraan 
ielayan h&s dikaitkan dingan strategi be,sar dalam rangka 
menggeraMia9 kembali roda perekonomian meialui proses 

- 

" Dihilung sendiri'berdasarkan datadata yang d i i p u i k a n  dari s M i  Margaharto 
Iskandar and Yoshiaki Matsuda, Study on Capital Forn~atim~ it1 Coastal Fishing 
Villages of J a w  Indonesia: in A Socio-Economic Sludy on Indonesia Fisheries 
Development, Bagor Agricultme University, Bogor. 1998. Page 55. Dan datadata 
dari penelitian Tri Y u l i i t i ,  Keadaan Umum Perikrman di Kecamatan 
Kalipucang, Kobupoten Ciamis, Propimi J m ~ u  Bamr, Program Studi Sosial 
Ekonomi Perikanan Fakultas Perikam dan Ilmu Kelautm, IPB, Bogor, 1998. Dari 
hasil kedua penelitian itu ditemukan bahwa harga komoditas penkanan di tingkap 
nelayan sebesar rata-mta mhk semua jenis ikan Rp. 4500, ditingkat @gang 
pengumpul sebesar Rp. 9000, sedangkan di pasaran Intemasional sebesar Rp. 
45.000. 



pemban,pan ekonomi dan industrialisasi yang berbasiskan 
sumberdaya dam, termasuk raksasa tidur di sektor perikanan dan 
kelautan. Maka dorongan kuat tersebut haruslal! bersumber dari 
kemampuan untuk menggeser proses industrialisasi yang berbasiskan 
perkotaan ke wilayah pedesaan termasuk predesaan pantai. Strategi 
Industrialisasi tersebut, seyogyanya menempatkan prakarsa lokd dan 
sumberdaya dam menjadi pangkal untuk menggerakan kawasan 
tersebut sebagai basis program industrialisasi. 

Dengan hegitu, keunggulan suatu kawasan pemunbuhan lebii 
didorong oleh dinamika kawasan pedesaan termasuk pedesaan 
pantai sebagai pusat industrialisasi yang memiliki kmdungan bahan 
baku domestik yang tinggi. Dengan begitu pula, kandungan bahan 
baku, bahan penolong, SDM, kelembagaan dan sistem manajemen 
yang relevan serta pelbagai sumberdaya laimya sehagian besar dapat 
dimob'isasi dari dalam negeri sekaligus mengurangi secara drastis 
pelbagai kandungan impor dan utang luar negeri. Sementara 
keahIian dan teknologi tepat-guna dan modal serta beberapa 
ko~nponen yang tak tersedia di dalam negeri tetap kita dapat 
.datangkan dari luar negeri secara selektif. Dengan strategi ini, 
diharapkan tekanan terhadap neraca pernbayaran, gejolak kurs, 
utang luar negeri, dan inflasi impor dapat sejauh mun&n dikurangi. 

hlelalui program industrialisasi di desa-desa inilah, para nelayan 
di desa-desa pantai mampu membenah dirinya untuk meningkatkan 
pendapatan mereka. Gelanjutnya diharapkan produktivitas mereka 
akan menicgkst dan terjadi persentuhan langsung dengan teknik- 
telu~ik berproduksi modem. Tuntutan modernisasi sebagai 
konsekuensi logis program industrialisasi di desa-desa nelayan ini 
akan mendorong nelayan untuk meningkatkan kualitas atau skill 
mereka, karena teknologi maju mesti dikuasai melalui penguasaan 
ilrnu pengetahuan dan teknologi. 



Penerapan teknologi maju dan pengetahuan baru di sektor 
perikanan akan mendorong pada peningkatan produktivitas yang 
lebih tinggi, dengan hail produksi yang beraneka ragam, dari 
produk primer hvgga produk hasil olahan yang berkualitas tin& 
dan memenuhi standar pasar internasional. Rentetan-rentetan 
perkembangan industrialisasi dan modernisasi tersebut, akan dengan 
sendirinya mendorong perkembangan sektor-sektor lain, seperti jasa- 
jasa, perbengkelan, pernbuatan alat-alat dan teknologi budidaya 
serta penangkapa perikanan hingga pengembangan trmsfortasi dan 
lain-lainya. Keterkungkungan nelayan dan aktivitas ekono~ninya di 
desa-desa pesisir -- akibat strategi pembangunan semasa Orde Baru 
itu - diharapkan secara bertahap dapat terpecalkan melalui 
perencanaan industrialisasi dan modemisasi di desa-desa pantai. 



CATATAN PENUTUP DAN REKOMENDASI 
KEBUAKAN 

U rgeyi terjadinya pergeseran paradigma secara rnendasar 
dan strategi industrialisasi yang berspektrum luas dan 

berbasiskan impor (Import subsdtution &try, ISI) rnenjadi 
berbasiskan sumberdaya alarn (resource based idusby, RBI) 
rnensyaratkan suatu dekonstruksi orientasi pemikiran yang 
rnendasari penciptaan instrumen kebijakan ekonomi. Namm 
perubahan dalam orientasi pe&an yang menyertai penciptaan 
instrumen kebijakan tersebut dapat secara bertahap bergeser dengan 
rnemulai dari payung makronya. Yakni dengan rnelakukan bk-push 
bempa pilihan strategi pembangunan dan industrialisasi yang 
berbasiskan sumberdaya dam, khususnya pertanian dan perikanan. 

Tentu saja sejauh dan sebesar m m & n  seyogyanya dalam RBI 
ini d i l a a n  upaya mobiisasi sumberdaya (SDA, tenaga kerja, 
keablian manajerial, teknologi, hansial, kenirausahaan, dst.) dari 
dalam negeri. Sernentara, kebutuhan mendatangkan sumberdaya 
yang diirnpor tetap dapat dilakukan, tapi sejauh rnungkm bersifat 
selektif dan sesuai dengan kebutuhan, termasuk misalnya dalam 11al 
ballan baku, keahlian, teknologi, utang bilateral maupun multilateral, 
investasi langsung dan portofolio. Namun, perlu perencanaan yang 
sisternatis mtuk mengurangi ketergantungan terhadap luar negeri. 

Dalam era otononli daer& yang semakin kongknt, hendaknya 
dalarn implernentasi FBI ini tiap-tiap wilayah pernbangunan masing- 
rnasing melakukan indent ih i  kornoditas-kornoditas unggulan yang 
berorientasi kepada permintaan pasar (market driuen -- lokal, antara 
daerah, nasional dan ekspor). Harus ditingdkan pendekatan 
sekedar kepada keungpulan teknologi produksi yang akhimya 



menirnbulkan kelebihan pasokan dan menekan harga yang s e r i n w  
merugikan produsen, seingga akhimya menimbdkan demotivasi dan 
disinsentif bagi para pelaku bisnis. Oleh karena itu, ke jasama yang 
sinergis antar daerah untuk menentukan komoditas unggulan yang 
berorientasi pasar yang mampu menghmdari ouer-supply tembut, 
amat mutlak dilakukan. 

Sementara, dalam era demolrrasi dalam kerangka ciu2 society, 
hams didorong terjadinya kesadaran untuk mengorganisasikan diri 
(self orgadm~wn) secara independen dan otonom di kalangan 
buruh, tani dan nelayan di masing-masing tingkat (lokal, daerah, 
antar daerah dan nasional). Ini dalam rangka meninhtkan "posisi 
tawar" mereka secara ekonomi dan politik agar dalam setiap 
peristiwa yang merugikan dapat dilakukan negosiasi damai untuk 
berunding dengan pe& modal, manajer perusahaan dan 
pemerintah (daerah, pusat). Dengan cara ini hunbuhnya kebutullan 
untuk membentuk kelompk-1;elompok usaha (tani, nelayan, 
petmhak, dst.) baik dalam bentuk koperasi maupun lainnya l e b i  
karena $lt-need dari bawah (kebutuban real yarg benar-l~enar 
d i r b  bersarna) clan bukan karena kepentingan pihak lain seperti 
yang telah terjadi di rnasa lalu.. 

Selanjutnya, karena kita masih mewarisi sesuatu birokrasi dan 
kondisi pasar yang sangat terdistorsi di masa lalu, maka mutlak 
untuk segera rnelakxkan proses rehabilitasi pasar dan birokrasi di 
pusat maupun di daerah dalam rBngka menciptakan good governanm 
dangood corpmte governance serta E ~ k e j a ~ y a  para pelaku ekonomi 
herdasarkan signal-signal dari mekanisme pasar yang sehat. Langkah 
penegakan hukurn oleh pengadilan dalam rangka pelaksanaan 
Undang-Undang (UU anti-monopli dan persaingan tidak sehat, UO 
anti-m, dst.), kontrol oleh pers, lembaga leislatif dan pub& pada 
umumnya adalah sangat diperlukan untuk mempercepat te jaclinya 
biiokrasi bersiih, efisien dan pelayan pub& yang baik. Juga 



mendorong pelaku ekonomi yang bekerja dengan paradi,ma efisiensi, 
penciptaan nilai tarnbah dan inovasi yang terbebas dari KI<N, 
monopoli dan permainan curang. Dengan dernikian, proses 
pemberdayaan ekonomi rakyat dalam rangka pemulil~an ekonomi 
dengan pembangunan dan indushialisasi yang berbasiskan SDA d m  
domes&, akan tercipta ole11 liigkungan dunia usaha, biiolirasi dan 
kondisi pasar dan politik yang sehat dan kondusif. 

Dalam rangka menghadapi globalisasi yang semakin nyata, 
implernentasi RBI, juga amat mutlak sejak a n d  dil&&an set-up 
secara sistematis perencanaan perebutan dan penguasaan pelbagai 
teknologi tepat-guna di segala tingkatan (sederhana, madya dan 
can&). Oleh kare~lanya, alokasi anggaran (pusat dan daer&) 
terhadap R & D hendaknya memperoleh prioritas ling@. Juga n~utlak 
men-set-up agar pelaku ekonomi pang lebii berspektrum iuas dalam 
rangka nlembangun kelas menengah yang besari sehingga LJfM, 
Koperasi yang genuine, usaha rnikro d m  kerajinan menjadi pilar 
utama strategi RBI. Tentu saja pelaku menengah dan besar 
seyogyanya muncul dari kebutul~an untuk menciptakan buckward 6- 

foremrd linkage terutama menghadapi kebutuhan skala ekonomi 
dan pasar ekspor. 

Dengan kerangka payung malcro yang diuraikan di atas, ~naka 
pelaku UKM, koperasi, rnikro dan sektor informal yang brrbasis luas 
tersebut, dan para pelaku usaha di bidang SDA, khususnya di sektor 
pertanian dan perilianan dapat meraih tingkat kesejahteraan yang 

dengan bekerja dalam kondisi lingkungan pasar yang sehat 
serta dengan pelayanan biiokrasi yang bersii dan sistem poktik yang 
demokcatis. Kemudian, pemerintah pusat lebih bekerja sebagai 
fasilitator, regulator dan menciptakan kepastian hukurn serta 
keamanan. Pemerintah daerah berhgsi mengembangkan model 
pengembangan yang mem~erhatikan spesifikasi lokal-daerah 
(termas& memperhatikan nilai-nilai dan kelembagaan lokal) ma- 



sing-masing untuk meraih keunggulan komparatif dan kompetitif 
antar daerah yang sinergis. 

Penanaman modal besar-besaran baik yang dirangsang oleh 
kebijakan fiskal (pusat dan daerah), moneter dan perkreditan serta 
investasi portofolio (daerah, nasional dan asing) secara teknis 
diarahkan kepada pengembangan SDA, khususnya pertanian dan 
perikanan di tingkat on-farm, dalarn kerangka pengembangan 
agnbisnis dan agroindustri (indsutri prasarana produksi, produksi, 
industri pengolahan, permsaran dan sistem pendukung). Sementara 
yang bersifat .o#-Jhnn dikembangkan industrialisasi, baik yang 
berbasiskan pedesaan pertanian (land basad vil+ industrializtbn) 
maupun berbasiskan pedesaan pantai (marine based villages 
indusbialization). 

Jika skenario pemulihan ekonomi dapat dicapai sekitar sep~duh 
tahunan, maka hasil akumulasi devisa dan public saving.-nya dapat 
mulai dialokasikan kembaIi kepada perluasan industri manufaktw 
(termasuk industri berat, aercnotika, indu5tri d m ,  petro-Ma, 
industri strategis, dst. yang kini tengah b a n w t )  yang dalarn masa 
pemulihan cukup dikembangkan hanya dengan meningkatkan 
kapasitas terpasang yang kini konon hanya bekeja dengan kapasitas 
rata-rata hanya seldtar 30% yang ditmgkatkan mendekati firll- 
mpciby. 

Inilah kiranya gambaran kebutuhan reformasi dan restrukturisasi 
ekonomi nasional yang kini masih belum jelas arah dan visinya. 

Semoga.. . . 

Bogor (kota APEC), 22-23 Oktober 2000, 
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